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Pengantar Redaksi

Edisi ketiga tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Volume V No. 3 Edisi September 2023 
mengangkat isu-isu aktual yang menarik untuk ditelaah dan perlu mendapatkan perhatian DPR 
RI. Isu-isu aktual dan menarik yang tertuang dalam lima tulisan yakni: “ASEAN dan Stabilitas 
Kawasan”; “Ekspor Hijau dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”; “Subsidi Angkutan Perintis 
2024 untuk Konektivitas, Aksesibilitas, dan Disparitas Harga; “Masalah Rekrutmen PPPK 
Guru dalam Prinsip Satu Data”; dan “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah 
Non-Pegawai Negeri”.

Artikel pertama berjudul “ASEAN dan Stabilitas Kawasan” yang ditulis oleh Simela Victor 
Muhamad, menganalisis kepentingan ASEAN terhadap stabilitas kawasan, terutama dikaitkan 
dengan tantangan keamanan yang terjadi di kawasan, dan bagaimana hal itu disikapi oleh 
ASEAN yang pada tahun 2023 ini diketuai oleh Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan, 
kawasan Asia Tenggara masih dihadapkan pada banyak tantangan keamanan, baik yang 
disebabkan oleh adanya konflik antarnegara dan konflik internal di suatu negara yang belum 
diperoleh solusi damainya, maupun karena faktor rivalitas antarnegara besar di kawasan. Oleh 
karena itu, menjadi kepentingan ASEAN untuk mewujudkan stabilitas kawasan. ASEAN, di 
bawah kepemimpinan Indonesia, menegaskan kembali pentingnya Treaty of Amity and Cooperation 
in Southeast Asia dijadikan sebagai kode etik utama dalam mengatur hubungan antarnegara 
di kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga stabilitas kawasan. Peran ASEAN tersebut 
sudah seharusnya juga dilakukan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). AIPA dapat 
mengambil peran sebagai a key player dalam mendorong ASEAN mengambil langkah-langkah 
konkret untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan. 

Artikel kedua berjudul “Ekspor hijau dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang ditulis 
oleh Rasbin dan Eka Budiyanti. Isu ekspor hijau merupakan salah satu faktor penting untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus upaya mengurangi emisi 
gas rumah kaca (GRK) serta mencapai net-zero emissions (NZE). Secara eksplisit, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia sampai saat ini belum serius memperhitungkan ekpor hijau. Studi tentang 
hubungan antara ekspor hijau dan pertumbuhan ekonomi juga masih belum dilakukan di 
Indonesia. Tulisan ini mengkaji perkembangan ekspor hijau Indonesia dan korelasinya dengan 
pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2000–2021, kontribusi ekspor hijau terhadap total 
ekspor Indonesia masih sangat rendah. Sementara itu, total ekspor justru mempunyai kontribusi 
lebih besar dibandingkan ekspor hijau terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). 
Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi ekspor. Dalam 
hal ini, diperlukan persyaratan pemenuhan standar industri hijau terhadap produk-produk 
impor yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu mendorong daya saing produk-
produk yang akan diekspor agar dapat memenuhi persyaratan standar industri hijau.
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Artikel ketiga, “Subsidi Angkutan Perintis 2024 untuk Konektivitas, Aksesibilitas, dan 
Disparitas Harga” membahas evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan perintis tahun 2023 dan 
rencana peningkatannya pada tahun 2024 untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah 
dan  aksesibilitas masyarakat, serta menurunkan disparitas harga barang. Penulis Rafika Sari 
dan Nidya Waras Sayekti menyoroti kenaikan anggaran subsidi angkutan perintis 2024, seperti 
13,64% untuk angkutan darat, 27,2% untuk angkutan laut, 0,70% untuk angkutan udara, dan 
0,59% untuk perkeretaapian dibandingkan tahun sebelumnya. Penulis juga menekankan 
pentingnya integrasi antara anggaran subsidi dan pembangunan infrastruktur transportasi. 
Mereka menyarankan evaluasi oleh Komisi V DPR RI terhadap realisasi anggaran subsidi  
2023 untuk perbaikan rencana dan pelaksanaan anggaran 2024. Selain itu, diperlukan langkah-
langkah untuk menghindari tumpang tindih dengan jalur komersial yang sudah dilayani oleh 
sektor swasta.

Artikel keempat membahas “Masalah Rekrutmen PPPK Guru dengan Pendekatan Satu 
Data” oleh Debora Sanur dan Ahmad Budiman. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, 
ASN meliputi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Transisi pegawai 
honorer menjadi PPPK dilakukan melalui seleksi oleh Panselnas. Konsep satu data mendorong 
pengambilan kebijakan berdasarkan data akurat dan terbuka. Artikel ini mengevaluasi masalah 
rekrutmen PPPK guru dalam kerangka satu data. Beberapa daerah mengalami masalah 
penerimaan PPPK guru karena perbedaan data pelamar. Portal resmi data.go.id tidak digunakan 
untuk pendataan PPPK. Komisi II DPR RI meminta Kemenpan-RB untuk rekonsiliasi data. 
Diharapkan pemerintah memperbarui data secara berkala dan mengintegrasikannya dalam 
sistem pengadaan yang dapat diakses oleh Kemendikbudristek, BKN, dan instansi daerah.

Artikel terakhir dalam edisi ini membahas “Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
bagi PPNPN” oleh Hartini Retnaningsih. Dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) telah diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja, meliputi Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian. Tulisan ini mengkaji 
bagaimana implementasi program-program tersebut dapat dioptimalkan. PPNPN memiliki hak 
atas perlindungan Jamsostek karena kontribusinya sebagai pekerja pemerintahan. Negara wajib 
memberikan perlindungan ini, dan Komisi II DPR RI harus mengawasi implementasi Inpres 
ini di lembaga pemerintah pusat dan daerah, melalui Program Jamsostek yang dijalankan oleh 
BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Komisi IX DPR RI harus mengawasi BPJS Ketenagakerjaan 
dalam memperluas kepesertaan PPNPN serta praktik klaim manfaat Jamsostek oleh PPNPN.

Artikel-artikel dalam PARLIAMENTARY REVIEW diharapkan memberikan sumbangan 
pemikiran konstruktif kepada DPR RI dalam proses penetapan kebijakan nasional, menampung 
aspirasi rakyat, merespons isu-isu publik, serta merumuskan solusi. Kritik dan saran dari 
Anggota DPR RI dan pembaca sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Redaksi 
mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI atas kesempatan penerbitan. Penghargaan juga diberikan kepada 
Mitra Bestari yang  telah memberikan masukan. Apresiasi kepada redaktur dan Tata Usaha yang 
mendukung penerbitan. Semoga PARLIAMENTARY REVIEW bermanfaat dalam pengambilan 
kebijakan demi kepentingan rakyat.

Jakarta, September 2023 

Redaksi
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Stabilitas kawasan di Asia Tenggara tidak 
datang begitu saja tetapi diperjuangkan. 
Setiap negara yang berada di kawasan ini 

harus ikut berkontribusi mempertahankannya 
dengan menghormati hukum internasional 
dan mendorong semangat multilateralisme.

Latar Belakang
Kawasan Asia Tenggara menghadapi 

banyak tantangan keamanan dan situasi 
geopolitik yang serba tidak menentu. 
Sengketa Laut China Selatan dan krisis 
Myanmar menjadi contoh isu utama yang 
selama ini menjadi “duri dalam daging” 
kawasan. Oleh karenanya, menjadi 
kepentingan bersama bagi negara-negara 
anggota ASEAN untuk mewujudkan 
stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan di 
Asia Tenggara dan Indo-Pasifik secara 
keseluruhan tidak datang begitu saja tetapi 
diperjuangkan. Setiap negara yang berada di 
kawasan ini harus ikut bertanggung jawab 
dan berkontribusi mempertahankannya 
dengan menghormati hukum internasional 
dan mendorong semangat multilateralisme. 
Hal tersebut ditekankan Menteri Luar 
Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, 
ketika membuka pertemuan ASEAN Plus 

Three Menteri Luar Negeri (APT) pada 13 
Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan itu diikuti 
oleh para menlu dari negara-negara anggota 
ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan 
(Kompas, 14 Juli 2023, hlm. 4).    

Dalam perspektif hubungan 
internasional, kepentingan ASEAN terhadap 
stabilitas kawasan pada hakikatnya didasari 
oleh pemikiran konstruktivisme (Theys, 
2018), yang dalam konteks ASEAN dapat 
dipahami sebagai kesepakatan politik 
yang dibangun oleh negara-negara anggota 
ASEAN untuk mewujudkan keamanan dan 
stabilitas kawasan, dan hal itu hanya bisa 
dicapai melalui kerja sama keamanan secara 
komprehensif. Dalam kerangka berpikir 
konstruktivisme, keamanan dan stabilitas 
kawasan merupakan prasyarat utama bagi 
terwujudnya regionalisme Asia Tenggara, 
sehingga untuk selanjutnya setiap negara 
anggota ASEAN dapat mengembangkan 
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kerja sama bilateral maupun multilateral 
serta meneguhkan kohesivitas ASEAN. 

Kepentingan ASEAN terhadap stabilitas 
kawasan inilah yang dianalisis dalam tulisan 
ini, terutama dikaitkan dengan dinamika 
dan tantangan keamanan yang terjadi di 
kawasan, dan bagaimana hal itu disikapi 
oleh ASEAN, termasuk ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA), yang diketuai 
oleh Indonesia pada tahun 2023 ini. Analisis 
ini menjadi penting di tengah situasi 
keamanan kawasan yang belum sepenuhnya 
kondusif dan belum berhasil diperoleh 
solusi damainya. Untuk menjelaskan perihal 
kepentingan ASEAN terhadap stabilitas 
kawasan, kiranya perlu diulas secara sekilas 
di awal pembahasan mengenai latar belakang 
pembentukan komunitas keamanan ASEAN 
dan tantangan keamanan kawasan yang perlu 
mendapatkan perhatian ASEAN. 

Komunitas Keamanan ASEAN 
Tujuan utama ASEAN, sebagaimana 

tertuang dalam Deklarasi ASEAN 1967 
di Bangkok, adalah membentuk suatu 
wilayah politik dan keamanan bersama, dan 
dalam kerangka itu, ASEAN berkewajiban 
mendamaikan persengketaan antarnegara 
di Asia Tenggara. Persengketaan yang 
melibatkan negara-negara Asia Tenggara pada 
waktu itu mencakup sengketa perbatasan 
dan teritorial, konflik etnis, dan permusuhan 
yang memunculkan gerakan separatisme, 
pemberontakan komunis, prasangka agama, 
serta ketakutan negara kecil terhadap negara 

besar. Untuk itu, negara-negara Asia Tenggara 
berupaya mengelola persengketaan tersebut 
menuju pembentukan suatu tatanan regional 
Asia Tenggara atas dasar sistem ekonomi 
dan sosial masing-masing dan status quo 
teritorial.    

Jadi, sejak awal dibentuk, ASEAN 
sudah merupakan komunitas keamanan 
(security community) karena semangat 
awal pembentukannya adalah untuk 
menyelesaikan berbagai masalah keamanan, 
terutama yang berkaitan dengan persoalan 
hubungan bilateral (Weatherbee, 2019, 
hlm. 11–34). Apalagi butir penting tujuan 
pembentukan ASEAN, sebagaimana 
tertuang dalam Deklarasi Bangkok, 
adalah untuk memajukan perdamaian dan 
stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dalam 
perkembangannya kemudian, melalui 
Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality 
(ZOPFAN) tahun 1971, ASEAN bersepakat 
memperluas wilayah penyangga keamanannya 
dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai 
zona damai, bebas, dan netral (Luhulima, 
2011, hlm. 316). Artinya, keamanan dan 
stabilitas kawasan menjadi hal yang penting 
bagi ASEAN.

 Terwujudnya keamanan dan stabilitas 
kawasan menjadi penjamin bagi negara-
negara ASEAN untuk melakukan kerja sama 
secara lebih optimal, baik kerja sama intra-
kawasan maupun ekstra-kawasan, di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang 
lainnya. Dalam perjalanannya kemudian, 
untuk mendukung dan mewujudkan 
berbagai tujuan dan cita-cita ASEAN, 
ASEAN pun memandang penting untuk 
memiliki kerangka legal formal dalam 
kerja sama keamanan. Selanjutnya, lahirlah 
ide pembentukan Komunitas Politik 
Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security 
Community/APSC) yang didasarkan pada 
cita-cita kolektif anggota ASEAN untuk 
mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara 
yang damai, stabil, dan harmonis.   

Ide pembentukan APSC pertama kali 
muncul pada Konferensi Tingkat Tinggi 

Sejak awal dibentuk, ASEAN 
sudah merupakan komunitas 

keamanan. Apalagi butir penting 
tujuan pembentukan ASEAN, 
sebagaimana tertuang dalam 

Deklarasi Bangkok, adalah untuk 
memajukan perdamaian dan 

stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
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(KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003. 
APSC bersifat terbuka, mengedepankan 
pendekatan keamanan komprehensif dan 
tidak ditujukan untuk membentuk suatu 
pakta pertahanan atau aliansi militer maupun 
kebijakan luar negeri bersama (common foreign 
policy). APSC juga mengacu pada berbagai 
instrumen politik ASEAN yang telah ada, 
seperti ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan 
Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia/TAC), dan 
Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara 
(Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-
Free Zone/SEANWFZ), selain menaati 
Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum 
internasional terkait lainnya (Direktorat 
Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2010, hlm. 31–
32).

Terlihat di sini, perhatian ASEAN 
terhadap persoalan keamanan dan stabilitas 
kawasan sudah ada sejak pembentukan 
organisasi regional ini dan terus berlangsung 
hingga kini sejalan dengan dinamika dan 
tantangan keamanan kawasan. Selain isu Laut 
China Selatan dan krisis Myanmar, adanya 
persaingan pengaruh antarkekuatan negara 
besar di kawasan juga menjadi tantangan 
tersendiri bagi ASEAN, seperti dalam isu 
keamanan di Semenanjung Korea, Selat 
Taiwan, dan kehadiran pakta pertahanan 
trilateral AUKUS (yang melibatkan Australia, 
Inggris, dan Amerika Serikat) dengan 
berbagai program kerja sama pertahanannya, 
antara lain pengadaan kapal selam bertenaga 
nuklir untuk Australia. 

Tantangan Keamanan Kawasan
Sengketa teritorial di Laut China 

Selatan (LCS) yang melibatkan China 
dengan sejumlah negara ASEAN (Brunei, 
Filipina, Malaysia, Vietnam) dan Taiwan 
perlu terus mendapatkan perhatian. Meski 
dalam pertemuan para menlu ASEAN 
dengan Direktur Urusan Luar Negeri 
Komite Pusat Partai Komunis China, Wang 
Yi, di Jakarta pada 13 Juli 2023, ASEAN 
dan China menyepakati panduan untuk 

mempercepat perundingan kode etik atau 
code of conduct di LCS (cnbcindonesia.com, 
13 Juli 2023), ASEAN tidak boleh lengah 
dan menutup mata terhadap persoalan 
LCS. Pasalnya, perairan LCS yang strategis 
kerap mengundang ketegangan yang 
dilatarbelakangi oleh adanya persaingan 
pengaruh dan kekuatan antarnegara besar di 
kawasan.  Dinamika keamanan yang terjadi 
di LCS jika tidak terkendali dapat mengarah 
pada konflik terbuka dan menimbulkan 
implikasi luas bagi keamanan kawasan 
(Bisley, 2018).     

Krisis Myanmar yang belum berhasil 
diatasi juga menjadi beban tersendiri bagi 
ASEAN. Sejak kudeta militer 1 Februari 
2021, belum terlihat kemajuan signifikan 
dalam penyelesaian krisis Myanmar, bahkan 
diberitakan, kekerasan kerap terjadi dan 
semakin meluas sehingga berpotensi 
menimbulkan perang saudara. Hal tersebut 
menjadi keprihatinan ASEAN, dan 
oleh karena itu, melalui pertemuan para 
pemimpin ASEAN di Labuan Bajo pada 
10 Mei 2023, ASEAN mendesak kekerasan 
yang masih kerap terjadi di Myanmar untuk 
dihentikan (Jakarta Post, 11 Mei 2023, hlm. 
4). Krisis Myanmar yang belum teratasi, 
terlebih jika terjadi perang saudara yang 
semakin meluas, bukan tidak mungkin 
akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas 
kawasan. 

Situasi keamanan di Semenanjung Korea 
yang dibayang-bayangi oleh isu senjata 
nuklir Korea Utara dan persaingan kekuatan 

Berbagai isu yang menjadi 
tantangan ASEAN tidak boleh 
dipandang sebagai bagian dari 
dinamika keamanan kawasan 
semata, tetapi perlu disikapi 

ASEAN dengan cara pandang 
yang lebih progresif untuk mencari 

solusi.
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negara-negara besar juga menyimpan potensi 
ancaman bagi stabilitas kawasan. Kebijakan 
Korea Utara yang tidak berubah dengan 
terus melakukan uji coba rudal serta tidak 
mengindahkan seruan internasional semakin 
membuat situasi keamanan di Semenanjung 
Korea tidak kondusif (Kompas, 13 Juli 
2023). Bentuk provokasi yang mengandung 
narasi ancaman perang juga kerap mewarnai 
kawasan ini, khususnya dari Korea Utara. 
Pada tanggal 25 Juni 2023, misalnya, telah 
terjadi demonstrasi besar-besaran anti-AS 
di Pyongyang yang memperingatkan bahwa 
bakal terjadi perang nuklir jika AS terus 
memusuhi Korea Utara (Muhaimin, 2023).   

Situasi di Selat Taiwan juga perlu 
menjadi perhatian, mengingat ketegangan 
juga kerap terjadi di wilayah ini dan bisa 
memicu terjadinya instabilitas yang lebih luas 
ke kawasan lain, termasuk Asia Tenggara. 
Peningkatan aktivitas militer China di Selat 
Taiwan merupakan salah satu faktor pemicu 
kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya 
perang. Faktor lainnya ialah situasi persaingan 
AS-China yang menajam dalam menyikapi 
isu Taiwan, selain hubungan China-Taiwan 
sendiri yang sewaktu-waktu memanas 
(Kompas, 13 Juni 2023, hlm. 4). Potensi konflik 
di Taiwan inilah yang perlu diantisipasi 
oleh ASEAN mengingat implikasinya juga 
mengancam stabilitas kawasan.     

Kehadiran pakta pertahanan trilateral 
AUKUS (yang melibatkan Australia, Inggris, 
Amerika Serikat) juga perlu dicermati 
oleh ASEAN. AUKUS, yang disepakati 
pembentukannya oleh Presiden AS, PM 

Inggris, dan PM Australia pada 15 September 
2021, ditengarai ditujukan untuk menghadapi 
pengaruh China di kawasan (Singh, 2023). 
Itu artinya, AUKUS berpotensi terlibat 
dalam rivalitas AS-China, khususnya dalam 
persoalan keamanan kawasan. Menjadi 
penting kemudian untuk diantisipasi oleh 
ASEAN adalah kemungkinan kawasan Asia 
Tenggara,  terutama wilayah perairannya 
menjadi jalur pergerakan kapal-kapal perang 
AUKUS, termasuk kapal selam bertenaga 
nuklir, atau bahkan kapal perang AUKUS 
dengan kemungkinan membawa senjata 
nuklir, dalam kerangka rivalitasnya dengan 
China.       

Berbagai isu yang menjadi tantangan 
ASEAN tidak boleh dipandang sebagai 
bagian dari dinamika keamanan kawasan 
semata, tetapi perlu disikapi oleh ASEAN 
dengan cara pandang yang lebih progresif 
untuk mencari solusi. Keketuaan Indonesia 
di ASEAN pada tahun 2023, dan juga di 
AIPA, menjadi momentum penting bagi 
Indonesia untuk mengambil sikap dan 
berkiprah lebih nyata dalam berkontribusi 
mewujudkan stabilitas kawasan.   

Sikap ASEAN dan AIPA
Pada saat membuka pertemuan ASEAN 

Plus Three Menteri Luar Negeri pada 13 Juli 
2023, Menlu Retno menekankan bahwa 
stabilitas kawasan di Asia Tenggara, dan 
juga di Indo-Pasifik, tidak datang begitu 
saja, tetapi diperjuangkan dan setiap 
negara yang berada di kawasan ini harus 
ikut bertanggung jawab dan berkontribusi 
mempertahankannya. Pernyataan Menlu 
Retno tersebut secara tidak langsung 
menegaskan bahwa ASEAN dan mitranya 
bergantung pada keamanan, kestabilan, 
dan kedamaian Asia Tenggara, dan oleh 
karenanya, harus ikut berkontribusi dalam 
menjaganya. Indonesia selaku ketua ASEAN 
2023 memiliki peran penting dalam menjaga 
keamanan, kestabilan, dan kedamaian 
kawasan. 

Dalam kerangka itulah, ASEAN, di 

ASEAN mengajak semua negara 
di kawasan perlu terlibat dalam 
upaya menjaga kedamaian dan 

kestabilan kawasan. Upaya itu tidak 
hanya membutuhkan dialog, tetapi 

diperlukan juga cara mencegah 
persaingan menjadi konflik.
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bawah kepemimpinan Indonesia, melalui 
salah satu butir Joint Communique AMM 
ke-56 menegaskan kembali pentingnya 
TAC dijadikan sebagai kode etik utama 
dalam mengatur hubungan antarnegara di 
kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga 
perdamaian dan stabilitas kawasan. Melalui 
TAC, ASEAN mengajak semua negara 
di kawasan untuk terlibat dalam menjaga 
kedamaian dan kestabilan kawasan. Upaya 
itu tidak hanya membutuhkan dialog, tetapi 
diperlukan juga cara mencegah persaingan 
menjadi konflik. Persaingan geopolitik 
adalah kenyataan kawasan, karena itu negara-
negara di kawasan perlu mencari cara untuk 
mengelola fakta tersebut.   

Dalam menyikapi isu LCS, misalnya, 
ASEAN berharap kesepakatannya dengan 
China untuk mempercepat perundingan 
Code of Conduct (CoC) di LCS dapat 
ditindaklanjuti dengan perundingan yang 
lebih intensif untuk menghasilkan CoC, 
sehingga dapat melahirkan pedoman 
perilaku yang efektif dan diterapkan sesuai 
hukum internasional (tribunnews.com, 17 
Juli 2023). CoC nantinya menjadi kerangka 
kerja yang mengikat untuk menyelesaikan 
sengketa di perairan yang diperebutkan itu. 
Bagi ASEAN, kesepakatannya dengan China 
untuk mempercepat perundingan CoC di 
LCS menjadi momentum positif untuk 
memperkuat kemitraan yang dilandasi oleh 
sikap inklusivitas dan keterbukaan, serta 
menghormati hukum internasional termasuk 
UNCLOS 1982. 

Dalam menyikapi isu Myanmar, ASEAN 
menegaskan kembali bahwa Konsensus Lima 
Poin (Five Point Consensus) menjadi rujukan 
utama bagi penyelesaian isu Myanmar 
(Pramudyani, 2023). Konsensus Lima Poin 
menyerukan penghentian kekerasan, dialog 
dengan semua pemangku kepentingan, 
menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi 
mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN 
untuk memberikan bantuan kemanusiaan 
kepada warga Myanmar, serta mengizinkan 
utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi 

dan bertemu dengan pemangku kepentingan 
di Myanmar. Meski Konsensus Lima Poin 
tersebut tidak mudah direalisasikan (karena 
mendapat resistensi dari junta militer), 
ASEAN, di bawah keketuaan Indonesia, 
melalui berbagai pendekatan harus terus 
mengupayakan agar konsensus tersebut 
dapat diimplementasikan sebagai cara 
terbaik untuk mengakhiri krisis Myanmar.       

Terhadap isu lain yang menjadi tantangan 
ASEAN, termasuk dalam menyikapi 
ketegangan geopolitik, ASEAN mengajak 
negara-negara di kawasan untuk merujuk 
pada konsep ASEAN Outlook on the Indo-
Pacific (AOIP). AOIP, yang diperkenalkan 
oleh ASEAN pada tahun 2019, merupakan 
inisiatif arsitektur kawasan dengan konsep 
ASEAN sebagai pusatnya untuk menjaga 
perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di 
kawasan melalui pendekatan dialog dan kerja 
sama yang inklusif (Suwignyo, 2023). Menjadi 
penting kemudian bagi Indonesia, sebagai 
Ketua ASEAN 2023, untuk mengambil peran 
mempromosikan AOIP kepada negara-
negara mitra, terutama dengan mendorong 
kerja sama substantif, praktis, dan nyata 
dengan ASEAN, sesuai dengan tujuan dan 
prinsip yang terkandung dalam AOIP, yaitu 
kerja sama maritim, konektivitas, Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, 
bidang ekonomi, dan kemungkinan kerja 
sama lainnya.

Peran ASEAN tersebut sudah 
seharusnya juga dilakukan oleh AIPA, dan 
oleh karenanya menjadi sangat relevan 
jika keketuaan Indonesia di AIPA pada 
tahun 2023 ini mengambil tema “Responsive 
Parliaments for Stable dan Prosperous ASEAN”. 
AIPA, sebagai representasi masyarakat 
di kawasan, harus ikut mengambil peran 
dalam memastikan kawasan Asia Tenggara 
terjaga dan terpelihara stabilitasnya demi 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di 
kawasan. Situasi demikian hanya mungkin 
tercapai jika sudah terbangun saling 
pengertian dan kepercayaan antarnegara di 
kawasan. AIPA, sebagaimana dikemukakan 
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oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam 
pidato pembukaan Sidang Umum ke-44 
AIPA, dapat berperan mengupayakan 
terciptanya saling pengertian dan 
kepercayaan (trust building) antarnegara 
di Asia Tenggara, dan hal tersebut sangat 
diperlukan pada saat kawasan ini sedang 
menghadapi situasi meningkatnya kecurigaan 
dan ketegangan (dpr.go.id, 7 Agustus 2023). 

Secara lebih konkret, peneguhan 
komitmen AIPA untuk berkontribusi 
dalam mengupayakan terciptanya saling 
pengertian dan kepercayaan  antarnegara 
di kawasan tertuang dalam Resolusi 
“Maintaining Regional Peace, Security and 
Stability through Dialogue and Collaboration” 
(dpr.go.id, 9 Agustus 2023). Melalui resolusi 
yang dihasilkan oleh Komisi Urusan Politik 
ini, AIPA menegaskan kembali komitmen 
parlemen untuk memperkuat perdamaian, 
keamanan, dan stabilitas kawasan 
melalui jalan dialog dan kolaborasi dalam 
menghadapi tantangan regional dan global 
yang semakin kompleks. Melalui resolusi ini, 
AIPA mengajak parlemen negara-negara di 
kawasan (khususnya anggota AIPA) untuk 
mendorong pemerintah masing-masing 
untuk mendukung dan terlibat dalam dialog 
dan kerja sama yang konstruktif, substantif, 
dan nyata dengan semua pemangku 
kepentingan terkait dalam mewujudkan 
stabilitas dan kesejahteraan kawasan, 
termasuk berkontribusi pada implementasi 
penuh Konsensus Lima Poin di Myanmar.    

Kehadiran parlemen dari negara-negara 
observer di forum dialog dengan AIPA, 
pada Sidang Umum ke-44 AIPA Jakarta, 
juga menjadi kesempatan bagi AIPA untuk 
mengajak mereka (khususnya negara-negara 
besar di kawasan, seperti China dan Rusia) 
agar ikut peduli dan berkontribusi pada 
upaya menjaga perdamaian dan stabilitas 
kawasan. Dalam kesempatan dialog dengan 
mitra parlemen dari negara-negara observer, 
AIPA berharap kerja sama ASEAN dengan 
negara mitra dialog sekawasan dan di luar 
kawasan, dapat terus terjalin dengan baik, 

termasuk dalam hal kerja sama keamanan. 
Terkait kerja sama keamanan, AIPA 
menegaskan kembali pentingnya TAC, 
sebagaimana juga ditegaskan di forum 
ASEAN, dijadikan sebagai kode etik utama 
dalam mengatur hubungan antarnegara di 
kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga 
perdamaian dan stabilitas kawasan.   

  
 Simpulan

Keamanan dan stabilitas kawasan 
menjadi hal yang penting bagi ASEAN. Hal 
tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan 
ASEAN, sebagaimana tertuang dalam 
Deklarasi Bangkok, yaitu untuk memajukan 
perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia 
Tenggara, dan juga sejalan dengan berbagai 
kesepakatan dan instrumen politik ASEAN 
yang telah ada, seperti ZOPFAN, TAC, 
SEANWFZ, Komunitas Politik Keamanan 
ASEAN, dan juga AOIP, serta instrumen 
internasional lainnya. Dengan terwujudnya 
keamanan dan stabilitas kawasan, hal 
tersebut menjadi penjamin bagi negara-
negara ASEAN untuk melakukan kerja sama 
secara lebih optimal, baik kerja sama intra-
kawasan maupun ekstra-kawasan, di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang 
lainnya. 

Itu artinya, posisi Indonesia sebagai 
Ketua ASEAN 2023, harus dimanfaatkan 
oleh Indonesia untuk mempromosikan dan 
memperkuat upaya penciptaan stabilitas di 
kawasan, termasuk melalui AIPA. DPR RI, 
melalui presidensinya di AIPA pada tahun 
2023 dan sejalan dengan tema keketuaan 
Indonesia di AIPA, “Responsive Parliaments 
for Stable dan Prosperous ASEAN”, dapat 
mengambil peran sebagai a key player dalam 
mendorong ASEAN untuk mengambil 
langkah-langkah konkret dan terukur 
dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas, 
serta dalam mengupayakan terwujudnya 
kesejahteraan di kawasan. Keberadaan mitra 
parlemen dari negara-negara observer dapat 
dimanfaatkan oleh DPR RI bersama AIPA 
untuk membangun dialog konstruktif dalam 
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kerangka menjaga perdamaian dan stabilitas 
kawasan. DPR RI bersama AIPA, juga 
dapat menekankan kepada negara-negara 
mitra ASEAN yang memiliki kepentingan 
dengan kawasan Asia Tenggara untuk ikut 
bertanggung jawab dan mengambil peran 
konstruktif dalam menjaga keamanan dan 
stabilitas kawasan.     

Rekomendasi
Melalui fungsi pengawasan, DPR RI 

(khususnya Komisi I) harus mendorong 
Pemerintah Indonesia dalam posisinya 
sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk 
melakukan langkah penting dalam kerangka 
mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan, 
termasuk melakukan terobosan dalam upaya 
mencari solusi atau tahapan solusi atas isu 
tertentu, seperti isu LCS dan penyelesaian 
krisis Myanmar. Untuk isu LCS, kesepakatan 
ASEAN dan China untuk mempercepat 
negosiasi dalam melahirkan CoC di LCS 
harus dikawal prosesnya oleh DPR RI dan 
segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata 
dan menjadi prioritas untuk diselesaikan. 
Begitu juga dengan penyelesaian krisis 
Myanmar, harus ada terobosan pendekatan 
ASEAN agar Lima Poin Konsensus dapat 
segera diimplementasikan. Sementara itu, 
melalui diplomasi parlemen di AIPA, DPR 
RI harus ikut memperkuat ASEAN dalam 
mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan. 

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Mitra Bestari, Mochamad Ilyas, Lc. 
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Ekspor hijau merupakan salah satu 
faktor penting untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan upaya Indonesia 

mengurangi emisi 
Gas Rumah Kaca (GRK) serta 

mencapai net-zero emissions (NZE).

Latar Belakang
Dalam 10 tahun ke depan perubahan 

iklim dianggap sebagai risiko yang paling 
tinggi memberikan ancaman dalam jangka 
panjang bagi pembangunan berkelanjutan 
(World Economic Forum Global Risk Report 
2022). Tanpa adanya upaya mitigasi 
bersama dalam pengurangan emisi gas 
rumah kaca (GRK), tujuan Paris Agreement 
untuk membatasi pemanasan global dari 
1,5ºC sampai 2,0ºC akan berada di luar 
jangkauan. Pemerintah maupun swasta perlu 
menanggapi serius permasalahan darurat 
iklim dengan meningkatkan upaya kreatif 
dan sungguh-sungguh untuk mencapai net-
zero emissions (NZE) pada pertengahan abad 
ini (Katadata Insight Center, 2022). 

Data dari European Commission tahun 

2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 
Indonesia merupakan negara yang berada 
pada peringkat ke-10 sebagai penghasil emisi 
karbon terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,59% 
dari total emisi CO2 dunia atau 602,59 juta 
ton (Crippa et al., 2022). Oleh karena itu, 
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 
emisi GRK dan mencapai NZE. Salah satu 
upaya Indonesia untuk mencapai komitmen 
tersebut adalah implementasi strategi untuk 
mewujudkan green economy (ekonomi hijau). 

Menurut Sutrisno (2022), ekonomi 
hijau adalah model pembangunan yang 
menyinergikan antara pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan kualitas 
lingkungan. Terdapat tiga strategi yang 
dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan 
ekonomi hijau, yakni: Pertama, pembangunan 
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rendah karbon sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. 
Kedua, kebijakan NZE yang ditandai dengan 
menerbitkan peta jalan untuk mencapai 
NZE pada tahun 2060, termasuk net sink 
sektor kehutanan dan lahan pada tahun 
2030. Ketiga, pemberian sejumlah stimulus 
hijau untuk mendorong peningkatan realisasi 
ekonomi hijau.

Salah satu upaya Indonesia untuk 
memenuhi komitmen pengurangan emisi 
GRK dan mencapai NZE adalah kebijakan 
green export (ekspor hijau). Secara eksplisit, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 
saat ini belum memperhitungkan ekspor 
hijau. Namun, perhitungannya masih 
memperhatikan sektor ekspor dalam bentuk 
umum di mana ekspor hijau merupakan 
bagian di dalamnya. Artinya, ekspor 
merupakan salah satu kebijakan perdagangan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
atau dikenal dengan pendekatan export-
led growth (Dunn & Mutti, 2004). Studi 
Eichengreen (2008); Rodrik (1986 dan 2008); 
Korinek & Serven (2010); Haddad & Pancaro 
(2010); serta Di Nino et al. (2011) merupakan 
studi-studi empiris yang mendukung 
pendekatan tersebut melalui pengaruh nilai 
tukar terhadap ekspor (Auboin & Ruta, 
2012).

Sama seperti ekspor dalam bentuk 
umum, ekspor hijau seharusnya juga 
mendorong terjadinya proses export-led 

growth. Artinya, ekspor hijau mendorong 
perekonomian, tepatnya pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan (sustainable 
economic growth). Di samping itu, ekspor hijau 
juga mempunyai dampak positif terhadap 
lingkungan. Ekspor hijau mempunyai 
kontribusi terhadap perlindungan lingkungan 
seperti pengendalian polusi dan pengelolaan 
sumber daya. Selain itu, ekspor hijau juga 
memainkan peran penting dalam transisi 
menuju ekonomi rendah karbon (IMF, 2023). 
Oleh karena itu, kebijakan ekspor hijau  
berfungsi untuk mendorong proses export-led 
growth dan mengurangi emisi GRK dalam 
rangka mempercepat mitigasi perubahan 
iklim. 

Latar belakang tersebut menyiratkan 
bahwa ekspor hijau merupakan salah 
satu faktor penting untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
dan upaya Indonesia mengurangi emisi 
GRK dan mencapai NZE. Namun, studi 
tentang hubungan antara ekspor hijau 
dan pertumbuhan ekonomi masih belum 
dilakukan di Indonesia. Sehubungan dengan 
itu, tulisan ini mengkaji perkembangan 
ekspor hijau Indonesia dan korelasinya 
dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian 
ini penting untuk meninjau komitmen 
Indonesia dalam rangka mengurangi emisi 
GRK dan mencapai NZE. Berdasarkan hasil 
kajian ini dapat direkomendasikan kebijakan 
atau tindakan yang harus dilakukan agar 
komitmen tersebut dapat tercapai.

Perkembangan Ekspor dan 
Ekspor Hijau Indonesia

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 
menunjukkan bahwa neraca perdagangan 
Indonesia (NPI) dari bulan Mei 2020 sampai 
Juni 2023 atau hampir 38 bulan berturut-turut 
mengalami nilai surplus. Kondisi ini tidak 
lepas dari membaiknya kinerja ekspor dalam 
tiga tahun terakhir. Selepas krisis ekonomi 
1997/1998, ekspor Indonesia mengalami tren 
peningkatan dan mencapai nilai maksimum 
pada tahun 2011, sebesar US$203,5 miliar. 

Kontribusi ekspor hijau baik 
environmental goods maupun produk 
LCT terhadap total ekspor masih 

sangat rendah. Bahkan, jika produk 
ekspor kedua kategori tersebut 

digabung, persentasenya tidak lebih 
dari 4,5%.
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Namun, setelah itu nilai ekspor mengalami 
tren penurunan sampai terjadinya pandemi 
Covid-19 pada awal tahun 2020. 

Pandemi Covid-19 merupakan kulminasi 
titik balik ekspor Indonesia. Nilai ekspor 
pada tahun-tahun berikutnya mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, 
nilai ekspor Indonesia tahun 2021 melebihi 
capaian optimal yang pernah diraih Indonesia 
pada tahun 2011 (Gambar 1). Peningkatan 
nilai ekspor saat pandemi Covid-19 
disebabkan adanya kenaikan harga-harga 
komoditas di tingkat internasional seperti 
batu bara, kelapa sawit, dan besi di mana 
komoditas tersebut merupakan komoditas 
utama ekspor Indonesia (BPS, 2023).

Menurut United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) (2020), 
ekspor hijau adalah ekspor yang dipanen, 
diproduksi, diproses, atau dilayani dengan 
metode yang berkelanjutan. Ekspor hijau 
menghasilkan eksternalitas positif, atau lebih 
sedikit menghasilkan eksternalitas negatif, 

dalam hal pembangunan sosial-ekonomi atau 
lingkungan masyarakat setempat. Jadi, dapat 
dikatakan bahwa ekspor hijau merupakan 
ekspor berupa green products (produk hijau).

Ekspor hijau merupakan produk hijau 
yang dihasilkan oleh industri. Produk-
produknya sering disebut juga sebagai 
environmental goods (Huberty & Zachmann, 
2011). Produk ini merupakan barang yang 
telah disesuaikan secara khusus agar lebih 
ramah lingkungan atau lebih bersih (IMF, 
2023). Hal ini dikarenakan environmental 
goods diproduksi dengan teknologi yang 
lebih bersih, mengurangi risiko lingkungan, 
serta meminimalkan polusi dan penggunaan 
sumber daya (Steenblik, 2005).

Berdasarkan Gambar 1, nilai ekspor hijau 
yang termasuk kategori environmental goods 
(XEG/TE) selama periode 2000–2021 tidak 
lebih dari 3,5% dibandingkan total ekspor 
(TE) Indonesia, walaupun persentase ekspor 
environmental goods terhadap total ekspor 
mengalami tren peningkatan. Selama periode 

Sumber: IMF (data diolah, 2023).
Gambar 1. Perkembangan Ekspor dan Ekspor Hijau Indonesia Periode 2000–2021
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tersebut, persentase nilai ekspor environmental 
goods terhadap total ekspor paling rendah dan 
tinggi masing-masing terjadi pada tahun 2000 
(1,76%) dan 2013 (3,16%). Ini menunjukkan 
mayoritas ekspor Indonesia didominasi oleh 
produk-produk bukan environmental goods. 
Selain itu, fakta ini juga mengindikasikan 
rendahnya kontribusi environmental goods 
terhadap ekspor Indonesia. 

Selain environmental goods, produk-
produk ekspor hijau juga terkait dengan 
produk teknologi rendah karbon (low carbon 
technology (LCT) products) atau produk 
LCT. Produk LCT adalah produk yang 
menghasilkan lebih sedikit polusi, terutama 
CO2 dan GRK lainnya, selama masa pakainya 
dibandingkan produk tradisional. Produk 
ini akan memainkan peran penting dalam 
transisi menuju ekonomi yang rendah karbon 
(Howell et al., 2023).

Nilai ekspor seperti disajikan dalam 
Gambar 1 di dalamnya sudah memerhatikan 
adanya komponen ekspor hijau. Nilai 
ekspor hijau kategori produk LCT (XLC/
TE) jauh lebih rendah lagi dibandingkan 
kategori environmental goods. Selama periode 
2000–2021, persentase ekspor produk LCT 
terhadap total ekspor Indonesia tidak lebih 
dari 1,5%. Jika dibandingkan environmental 
goods, pergerakan ekspor produk LCT 
cenderung stagnan. Persentase ekspor 
produk LCT terhadap total ekspor Indonesia 
paling rendah terjadi pada tahun 2000 
(0,76%), sedangkan tertinggi pada tahun 
2016 (1,45%). Berdasarkan hal ini, ekspor 
Indonesia masih didominasi oleh produk-
produk yang bukan produk LCT. Sama 
seperti ekspor environmental goods, kontribusi 
produk LCT terhadap ekspor Indonesia juga 
sangat rendah.

Kontribusi ekspor hijau baik 
environmental goods maupun produk LCT 
terhadap total ekspor Indonesia masih 
sangat rendah. Bahkan, jika produk ekspor 
kedua kategori tersebut digabung maka 
persentase nilai ekspor hijau terhadap total 
ekspor Indonesia tidak lebih dari 4,5%. Ini 

menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk 
mengurangi emisi GRK via ekspor hijau 
masih sangat rendah. Selain itu, kondisi ini 
mengindikasikan bahwa ekspor Indonesia 
masih didominasi oleh produk-produk bukan 
ekspor hijau. Akibatnya, menurut IMF 
(2023), emisi CO2 yang dihasilkan oleh gross 
exports Indonesia pada tahun 2021 sekitar 
131,31 juta ton atau hampir 22% dari total 
emisi CO2 yang dihasilkan oleh Indonesia. 
Fakta ini merupakan salah satu faktor 
penyebab Indonesia berada pada peringkat 
ke-10 sebagai penghasil emisi karbon terbesar 
di dunia.

Sumber: IMF (data diolah, 2023)
Gambar 2. Mitra Dagang Utama 

Indonesia untuk Ekspor Environmental 
Goods dan Produk LCT Tahun 2021

Ada beberapa negara mitra yang menjadi 
tujuan utama dari ekspor produk hijau 
Indonesia, baik environmental goods maupun 
produk LCT. Berdasarkan Gambar 2, negara 
mitra yang menjadi tujuan utama ekspor 
kategori environmental goods Indonesia tahun 
2021 meliputi Jepang, Amerika Serikat 
(USA), China, Thailand, dan Korea Selatan. 
Akumulasi nilai ekspor environmental 
goods kelima negara tersebut mencapai 
US$2,62 miliar atau 46,7% dari total ekspor 
environmental goods Indonesia. Artinya, 
hampir setengah produk-produk kategori 
environmental goods Indonesia di ekspor ke 
lima negara tersebut. 
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Tidak jauh berbeda dengan negara 
mitra tujuan ekspor kategori environmental 
goods, negara mitra tujuan ekspor kategori 
produk LCT pada tahun 2021 juga hampir 
sama. Negara tujuan utama ekspor kategori 
produk LCT adalah Amerika Serikat di mana 
nilai ekspornya mencapai US$293,98 miliar. 
Negara tujuan berikutnya adalah Brazil, 
Jepang, China, dan Korea Selatan. Nilai 
ekspor produk LCT ke lima negara tersebut 
mencapai US$793,94 juta atau 37,17% dari 
total ekspor produk LCT Indonesia. 

Korelasi Ekspor Hijau dan 
Pertumbuhan Ekonomi

Terkait pendekatan exports-led-growth, 
negara-negara berkembang yang mengikuti 
pendekatan ekspor mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dibandingkan negara-
negara yang mengimplementasikan 
kebijakan proteksi (Dunn & Mutti, 2004). 
Dengan menggunakan data selama periode 
2000–2021, korelasi antara ekspor dan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, log(PDB) 
vs log(TE), adalah positif (Gambar 3). 
Begitu juga korelasi antara ekspor hijau baik 
environmental goods, log(PDB) vs log(XEG), 
maupun produk LCT, log(PDB) vs log(XLC), 
dengan pertumbuhan ekonomi. Korelasi 
positif antara ekspor dan ekspor hijau 
dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan 
bahwa perekonomian akan tumbuh seiring 
dengan naiknya ekspor dan ekspor hijau. 

Masih berdasarkan Gambar 3, 
kemiringan/slope garis korelasi antara 
total ekspor dan pertumbuhan ekonomi 

Kontribusi total ekspor lebih besar 
dibandingkan ekspor hijau terhadap 

pembentukan produk domestik 
bruto (PDB). Ini menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sangat dipengaruhi 

ekspor bukan ekspor hijau.

Sumber: Perhitungan penulis
Gambar 3. Korelasi antara Ekspor Environmental Goods, LCT Products, dan Total Ekspor 

dengan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2000–2021
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lebih curam dibandingkan garis korelasi 
antara ekspor hijau dan pertumbuhan 
ekonomi. Walaupun ekspor dan ekspor 
hijau mempunyai kontribusi positif 
terhadap produk domestik bruto (PDB), 
namun kontribusi total ekspor lebih 
besar dibandingkan ekspor hijau terhadap 
pembentukan PDB.

Kebijakan Ekspor Hijau Indonesia
Secara implisit, kebijakan untuk 

mendorong ekspor hijau dinyatakan dalam 
kebijakan industri hijau. Ekonomi hijau 
diharapkan dapat mendorong terciptanya 
peluang kerja baru (green jobs) dan juga peluang 
investasi baru (green investment) (Sutrisno, 
2022). Kedua peluang ini tentunya dapat 
tercapai melalui industri hijau.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian, industri hijau 
didefinisikan sebagai industri yang dalam 
proses produksinya mengutamakan upaya 
efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 
daya secara berkelanjutan sehingga mampu 
menyelaraskan pembangunan industri dengan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Penerapan industri hijau merupakan suatu 
upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah 
dengan menerapkan sistem industri yang 
lebih efisien dalam mengubah bahan baku 
menjadi produk, serta limbah menjadi produk 
ikutan (by product) yang lebih berguna. Hal 
ini berhubungan erat dengan hasil penilaian 

Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
(PROPER) (Kementerian Perindustrian, 2021).

Dalam rangka mewujudkan industri 
hijau, maka berdasarkan Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 
pemerintah menetapkan standar industri 
hijau yang paling sedikit memuat ketentuan 
mengenai bahan baku, bahan penolong, dan 
energi; proses produksi; produk; manajemen 
pengusahaan; serta pengelolaan limbah. 
Standar industri hijau merupakan standar 
industri yang terkait dengan bahan baku, 
bahan penolong, energi, yield, produk, 
sistem manajemen, pengelolaan limbah dan/
atau aspek lain yang dibakukan dan disusun 
secara konsensus oleh semua pihak yang 
terkait yang bertujuan untuk mewujudkan 
industri hijau.

Saat ini, sejumlah negara tujuan ekspor 
Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, 
dan negara-negara Uni Eropa juga sudah 
mulai mewajibkan persyaratan pemenuhan 
standar industri hijau terhadap produk-
produk impor yang masuk wilayahnya 
(Prakoso, 2022). Oleh karena itu, pemerintah 
perlu mendorong daya saing sektor 
industri agar dapat memenuhi semakin 
meningkatnya kebutuhan atas produk yang 
memenuhi standar industri hijau.

Suatu perusahaan industri dinyatakan 
sudah memenuhi standar industri hijau jika 
sudah menerima sertifikat industri hijau atau 
green label (GL) yang sertifikasinya dilakukan 
melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan 
dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi 
Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. 
Dengan dimilikinya sertifikat GL ini, 
maka dapat menciptakan produk lokal 
yang berkelanjutan menurut lingkungan 
kondisi Indonesia (go environment). Selain 
itu, produk yang sudah memiliki sertifikat 
GL di Indonesia juga diakui di luar negeri. 
Indonesia juga sudah bergabung dalam 
Global Ecolabelling Network (GEN). Dengan 
adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) 
maka negara lain juga mengakui label yang 

Dalam rangka mewujudkan 
industri hijau maka pemerintah 

menetapkan standar industri 
hijau yang setidaknya memuat 

ketentuan mengenai bahan baku, 
bahan penolong, dan energi; proses 

produksi; produk; manajemen 
pengusahaan; serta pengelolaan 

limbah.
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ditempelkan di produk tersebut (Deny, 2021). 
Saat ini, beberapa industri di Indonesia 
sudah memenuhi ketentuan standar industri 
hijau, seperti industri ubin keramik, pupuk, 
gula, semen, baja, susu, kulit, karet, pulp & 
kertas, kaca, dan oleo-chemical. Hasil produk 
hijau dari industri-industri tersebut juga 
sudah menembus pasar ekspor. Hal ini 
tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah 
untuk terus memfasilitasi kegiatan ekspor 
impor yang mendukung transisi Indonesia 
menuju ekonomi hijau.

Simpulan
Ekspor hijau mempunyai dua fungsi, 

yaitu untuk (1) mendorong proses export-led 
growth, dan (2) mengurangi emisi GRK serta 
mencapai NZE dalam rangka mempercepat 
mitigasi perubahan iklim. Kontribusi 
ekspor hijau, baik environmental goods 
maupun produk LCT terhadap total ekspor 
masih sangat rendah. Bahkan, jika produk 
ekspor kedua kategori tersebut digabung, 
persentasenya tidak lebih dari 4,5%. Ini 
mengindikasikan bahwa upaya Indonesia 
untuk mengurangi emisi GRK via ekspor 
hijau masih sangat rendah. 

Ekspor baik bentuk umum maupun 
ekspor hijau, mempunyai korelasi positif 
dengan pertumbuhan ekonomi. Ini 
menunjukkan bahwa perekonomian akan 
tumbuh seiring dengan naiknya ekspor 
dan ekspor hijau atau dikenal dengan 
proses export-led growth. Jika dilihat nilai 
kontribusinya, pada saat total proporsi 
ekspor hijau terhadap total ekspor masih 
rendah. Sehubungan dengan itu, perlu 
ada upaya percepatan peningkatan ekspor 
hijau untuk meningkatkan proporsi ekspor 
hijau terhadap total ekspor agar Indonesia 
mencapai pembangunan berkelanjutan. 
Beberapa negara sudah mulai mewajibkan 
persyaratan pemenuhan standar industri 
hijau terhadap produk-produk impor yang 
masuk wilayahnya. Oleh karena itu, hal 
tersebut dapat dijadikan momentum oleh 
pemerintah untuk mendorong daya saing 

produk-produk yang akan diekspor agar 
dapat memenuhi persyaratan tersebut. 

Rekomendasi
Upaya Indonesia untuk mengurangi 

emisi GRK via ekspor hijau harus terus 
ditingkatkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah 
yang dinyatakan secara eksplisit terkait 
ekspor hijau masih sangat minim. Untuk 
itu, pemerintah harus mengeksplorasi 
secara lebih luas kebijakan-kebijakan 
untuk mendorong ekspor hijau. DPR RI 
khususnya Komisi IV, VI, VII, dan XI perlu 
melakukan konsolidasi untuk mendorong 
pemerintah menerapkan kebijakan yang 
mampu memfasilitasi kegiatan ekspor impor 
dalam rangka mendukung transisi Indonesia 
menuju ekonomi hijau demi tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
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Latar Belakang
Seiring penurunan wabah Covid-19, 

aktivitas masyarakat kembali meningkat. 
Mobilitas orang dan barang dari berbagai 
asal dan tujuan memberikan pengaruh bagi 
sektor transportasi untuk melayani semua 
pergerakan tersebut. Pemerintah melakukan 
berbagai upaya untuk meningkatkan 
pelayanan di sektor transportasi, salah 
satunya melalui peningkatan anggaran 
subsidi transportasi pada tahun 2024. Subsidi 
tersebut diperuntukkan bagi angkutan 
perintis dan public service obligation (PSO).

Subsidi angkutan perintis bertujuan 
untuk menekan biaya transportasi di daerah 
Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan 
(3TP) sehingga harga barang kebutuhan 
pokok terjangkau. Melalui subsidi perintis, 
tarif yang dibayarkan penumpang menjadi 
lebih terjangkau karena sebagian biaya 
operasional sudah dibayarkan. Begitu juga 
untuk subsidi perintis barang/kargo, barang 

yang diangkut tidak dikenakan biaya lagi 
sehingga dapat mengurangi disparitas harga 
barang di daerah tersebut. Pemerintah 
terus berupaya memenuhi aspirasi dari 
daerah dengan melihat skala prioritas dan 
kemampuan APBN terkait besaran anggaran 
subsidi yang dapat diberikan. Harapannya, 
semakin banyak daerah yang tadinya dilayani 
angkutan perintis naik kelas menjadi 
komersial karena tujuan dari pemberian 
subsidi yaitu untuk meningkatkan taraf 
hidup dan daya beli masyarakat di daerah 
tersebut (Sari, 2023).

Selama periode tahun 2022–2024, 
anggaran subsidi angkutan perintis 
mengalami tren peningkatan. Pada tahun 
2022, total anggaran subsidi angkutan 
perintis yakni Rp3,09 triliun yang terdiri 
dari angkutan darat Rp625 miliar, angkutan 
udara Rp550 miliar, dan angkutan laut Rp1,67 
triliun. Pada tahun 2023, anggaran subsidi 
angkutan perintis sebesar Rp3,51 triliun dan 

SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS 2024 UNTUK KONEKTIVITAS, 
AKSESIBILITAS, DAN DISPARITAS HARGA

Rafika Sari1 dan Nidya Waras Sayekti2

Peningkatan anggaran subsidi di 
sektor transportasi diharapkan sejalan 

dengan peningkatan konektivitas 
antarwilayah, aksesibilitas transportasi, 
dan penurunan disparitas harga barang.
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meningkat 16,64% menjadi Rp4,1 triliun pada 
tahun 2024. Anggaran subsidi kewajiban PSO 
tahun 2024 meningkat 27,47% menjadi Rp7,9 
triliun dari Rp6,71 triliun pada tahun 2023 
(Mahardhika, 2023). Rincian alokasi anggaran 
subsidi transportasi periode 2023–2024 dapat 
dilihat pada Tabel 1.

Pada tahun 2024, anggaran subsidi 
perhubungan darat diperuntukkan bagi 327 
trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan 
antarmoda, 7 lintasan angkutan barang, 274 
lintas perintis penyeberangan, 2 lintas roro long 
distance ferry, angkutan perkotaan di 10 kota, 
dan angkutan perkotaan untuk mendukung 
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi 
Kalimantan Timur. Subsidi perhubungan udara 
diperuntukkan bagi 42 rute perintis kargo, 220 
rute penerbangan perintis penumpang, 1 rute 
subsidi kargo, dan subsidi bahan bakar minyak 
(BBM) penumpang serta kargo. Subsidi 
perintis perhubungan laut akan digunakan 
untuk 117 trayek kapal perintis, 6 trayek 
kapal ternak, 35 trayek tol laut, dan 16 layanan 
kapal rede. Subsidi PSO transportasi laut 
sebesar Rp4,7 triliun akan digunakan untuk 
keperintisan dan tol laut. Subsidi perintis 
perkeretaapian diperuntukkan bagi layanan 
kereta di 7 lintasan (Mahardhika, 2023).

Menurut pakar transportasi, Djoko 
Setijowarno, rencana kenaikan subsidi 

angkutan perintis merupakan salah satu upaya 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat 
terutama di daerah 3TP yang membutuhkan 
akses transportasi. Djoko mengingatkan 
agar subsidi angkutan perintis tepat sasaran 
sehingga peningkatan ekonomi terjadi secara 
riil ke seluruh lapisan masyarakat. Kemenhub 
perlu melakukan evaluasi pada angkutan 
daerah yang dinilai mampu beroperasi secara 
mandiri (Mahardhika, 2023).

Sejalan dengan itu, evaluasi terhadap 
pelaksanaan anggaran subsidi angkutan 
perintis tahun 2023 perlu dilakukan. 
Peningkatan anggaran subsidi angkutan 
perintis tahun 2024 perlu dilihat apakah 
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–
2024 serta Rencana Strategis Kementerian 
Perhubungan tahun 2020–2024. Komisi V 
DPR RI sebagai lembaga yang memiliki 
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 
memiliki peran penting dalam evaluasi 
pelaksanaan anggaran subsidi transportasi 
tahun 2023. Tulisan ini akan membahas 
evaluasi pelaksanaan anggaran subsidi 
angkutan perintis baik darat, laut, udara, 
maupun perkeretaapian untuk tahun 2023 
serta peningkatan anggaran subsidi angkutan 
perintis tahun 2024.

Tabel 1. Perkembangan Anggaran Subsidi Transportasi Tahun 2023–2024

Deskripsi TA 2023
(Rp miliar)

TA 2024
(Rp miliar)

Peningkatan 
2023–2024 (%)

A. Subsidi Perintis 3.516 4.101 16,64

Subsidi Perhubungan Darat 1.320 1.500 13,64

Subsidi Perhubungan Udara 550 554 0,70

Subsidi Perintis Perhubungan Laut 1.470 1.870 27,2

Subsidi Perintis Perkeretaapian 175,9 176,9 0,59

B. PSO 6.715 7.900 27,47

Subsidi PSO Transportasi Laut 3.325 4.700 41,35

Subsidi PSO Kereta Api Ekonomi 2.390 3.200 33,89

Pembayaran Utang PSO 2020 482,5

Jumlah (A + B) 9.231 12.001 23,55
Sumber: Bisnis Indonesia dan Kementerian Perhubungan, diolah, 7 Juni 2023
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Angkutan Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

(Ditjen Hubdat) Kemenhub melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 
2022 dan persiapan pelaksanaan anggaran 
tahun 2023 pada Januari 2023. Terdapat 
5 fokus dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 
sesuai arahan presiden, yakni: (1) penguatan 
kualitas sumber daya manusia unggul dan 
produktif, inovatif, dan berdaya saing; (2) 
akselerasi pembangunan infrastruktur 
transformasi ekonomi; (3) pemantapan 
efektivitas implementasi reformasi birokrasi 
dan penyederhanaan regulasi; (4) pelaksanaan 
revitalisasi industri dengan mendorong 
hilirisasi; dan (5) mendorong pembangunan 
dan pengembangan ekonomi hijau. Sementara 
itu, di lingkungan Ditjen Hubdat, isu strategis 
yang diangkat pada Tahun Anggaran 2023 
yaitu: (1) penegakan hukum kendaraan Over 
Dimension Over Loading (ODOL); (2) evaluasi 
pelaksanaan Buy The Service subsidi angkutan 
perkotaan; (3) pengelolaan Terminal dan Jasa 
Terminal Indonesia (JTI); (4) peningkatan 
keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta 
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; 
(5) integrasi teknologi informasi dan 
komunikasi Bidang Hubdat dan digitalisasi; 
dan (6) penyelesaian Hibah Barang Milik 
Negara Perhubungan Darat (Putra, 2023).

Sejalan dengan fokus ABPN untuk 
mendorong hilirisasi dan isu strategis Ditjen 
Hubdat, maka Kemenhub mengalokasikan 
anggaran subsidi angkutan perintis tahun 
2023 senilai Rp1,32 triliun. Alokasi tersebut 
diperuntukkan bagi 327 trayek angkutan jalan 
senilai Rp177,42 miliar, 37 trayek angkutan 

antarmoda senilai Rp36,10 miliar, 6 lintasan 
angkutan barang senilai Rp13,51 miliar, 
273 lintas penyeberangan perintis senilai 
Rp584,64 miliar, 2 lintas roro long distance 
senilai Rp18 miliar, dan angkutan perkotaan 
di 10 kota senilai Rp500 miliar (Kementerian 
Perhubungan, 2022).

Pada tahun 2024, angkutan darat 
memperoleh kenaikan anggaran subsidi 
sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya. 
Kenaikan anggaran subsidi diharapkan 
dapat lebih meningkatkan aksesibilitas 
masyarakat terhadap transportasi darat 
serta integrasi angkutan antarmoda sehingga 
mempermudah mobilisasi penumpang dan 
barang. Dalam penyelenggaraannya, angkutan 
perintis ini menghadapi beberapa kendala 
antara lain jalan rusak, kondisi armada 
yang tidak memadai, dan tingginya biaya 
operasional. Peran aktif dari pemerintah dan 
pemerintah daerah sangat diperlukan untuk 
perbaikan sarana dan prasarana pada trayek 
perintis sehingga mendukung perkembangan 
angkutan darat perintis.

Angkutan Laut
Angkutan transportasi laut 

(penyeberangan) perintis merupakan salah 
satu sektor transportasi yang menjadi urat 
nadi perekonomian nasional. Untuk itu, 
sektor transportasi ini harus dapat bangkit 
dengan mengoptimalkan pemanfaatan 
anggaran subsidi. Rata-rata subsidi perintis 
selama tahun 2018 sampai dengan tahun 
2022 sebesar Rp481 miliar (Thenniarti, 2022). 
Alokasi subsidi perintis perhubungan laut 
tahun 2023 sebesar Rp1,47 triliun diberikan 
untuk 117 trayek pelayanan kapal perintis 
laut sebesar Rp926,41 miliar, 6 trayek kapal 
ternak sebesar Rp73,42 miliar, 35 trayek tol 
laut sebesar Rp435,82 miliar, dan 16 trayek 
kapal rede sebesar Rp44 miliar (Kementerian 
Perhubungan, 2022). Selain subsidi perintis, 
Kemenhub juga mengalokasikan PSO untuk 
transportasi laut sebesar Rp2,87 triliun. 

Dibandingkan tahun 2023, anggaran 
subsidi perintis angkutan laut tahun 

Kenaikan anggaran subsidi 
angkutan darat diharapkan dapat 

meningkatkan aksesibilitas 
masyarakat dan integrasi 

antarmoda.
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2024 mengalami kenaikan 27,2% dan 
anggaran PSO angkutan laut tahun 2024 
mendapatkan kenaikan tertinggi (41,35%) 
di antara moda transportasi lainnya. 
Besaran kenaikan tersebut menunjukkan 
perhatian lebih pemerintah pada angkutan 
penyeberangan. Hal ini sangatlah wajar bagi 
Indonesia sebagai negara maritim yang 70% 
wilayahnya merupakan lautan/perairan. 
Namun demikian, pemerintah juga perlu 
memerhatikan kemudahan akses angkutan 
darat dengan angkutan penyeberangan 
tersebut, sehingga moda transportasi 
terintegrasi dengan baik.

Dalam pengelolaan kapal perintis 
penyeberangan, 95% operator kapal 
merupakan BUMN dan BUMD yang 
kapalnya dibangun oleh pemerintah. 
Operator kapal swasta hanya sebanyak 
5% (6 unit) yang melayani lintas perintis. 
Kebijakan pemerintah saat ini, tidak ada 
pembangunan kapal padahal masih terdapat 
banyak usulan lintas yang belum terlayani 
karena keterbatasan kapal/sarana. Terkait 
permasalahan lintas penyeberangan mulai 
dari keterbatasan sarana, prasarana, maupun 
anggaran, solusinya hanya melalui koordinasi 
dan komunikasi, serta peran dari seluruh 
pemangku kepentingan. Sementara, terkait 
permasalahan operasional dan pelayaran, 
solusinya perlu adanya peningkatan sistem 
monitoring yang baik dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. Menyediakan layanan 
keperintisan dengan sistem tahun jamak atau 
Buy The Service dengan kepastian investasi 
sehingga menarik minat swasta juga menjadi 
salah satu solusi (Thenniarti, 2022).

Selain kapal perintis penyeberangan 
laut, penyelenggaraan kapal barang tol 

laut juga masih menjadi fokus pemerintah 
dalam anggaran subsidi 2024. Tol laut dapat 
dikatakan efektif apabila dapat menurunkan 
tingkat indeks harga komoditas. Salah satu 
faktor penghambat trayek tol laut dalam 
menekan disparitas harga adalah saat rute 
pelayaran tol laut bersinggungan dengan 
beberapa jalur swasta non-tol laut yang 
telah lebih dulu ada. Jalur tol laut yang baru 
akan sulit bersaing. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa sering kali jalur swasta masih lebih 
diminati karena jalur yang lebih pendek dan 
waktu yang relatif cepat walaupun dengan 
harga yang lebih mahal. Dalam penelitian 
Rochyana et al. (2018), bahwa trayek T-5 
(Tanjung Perak–Tahuna–Lirung–Morotai–
Lirung–Tahuna–Tanjung Perak) belum 
mampu untuk menekan disparitas harga 
yang terjadi pada wilayah yang dilaluinya 
karena keberadaan sektor swasta yang 
masih berperan besar. Pemerintah perlu 
melakukan penataan jaringan trayek tol laut 
di mana jalur perintis merupakan jalur yang 
benar-benar belum dilalui pelayaran swasta, 
agar tidak ada tumpang tindih dengan rute 
komersial.

Kendala lain dalam pelaksanaan angkutan 
tol laut yang menghambat distribusi 
barang di wilayah 3TP adalah keterbatasan 
moda transportasi lanjutan di wilayah 3TP 
(Manatuto, 2020). Untuk mengatasi hal 
tersebut, pemerintah juga perlu melakukan 
subsidi untuk moda lanjutan, di luar subsidi 
angkutan laut perintis.

Angkutan Udara
Penyelenggaraan angkutan udara perintis 

merupakan wujud nyata kehadiran negara 
dalam melayani daerah 3TP atau daerah 
yang belum terlayani oleh moda transportasi 
lain. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara 
perintis turut mendorong pertumbuhan dan 
pengembangan wilayah di 3TP, mewujudkan 
stabilitas, pertahanan, dan keamanan serta 
mengatasi disparitas harga di wilayah 3TP. 

Pada tahun 2023, subsidi angkutan 
udara perintis yaitu sebesar Rp550,14 miliar 

Kenaikan anggaran subsidi 
transportasi laut 2024 merupakan 

yang tertinggi di antara transportasi 
lainnya.
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diperuntukkan antara lain bagi 40 rute 
angkutan perintis kargo sebesar Rp79,97 
miliar, 220 rute angkutan perintis penumpang 
sebesar Rp381,35 miliar, 1 rute subsidi kargo 
sebesar Rp12,11 miliar, 7.183 drum subsidi 
BBM penumpang  senilai Rp20,87 miliar, dan 
1.323 drum subsidi BBM kargo senilai Rp5,82 
miliar (Kementerian Perhubungan, 2022). 

Pelaksanaan angkutan udara perintis 
dan subsidi angkutan udara kargo tahun 
2023 tersebar di 21 korwil yang tersebar di 
sejumlah daerah yaitu Sinabung, Gunung 
Sitoli, Singkep, Kuala Pembuang, Tarakan, 
Samarinda, Sumenep, Masamba, Waingapu, 
Ternate, Langgur, Sorong, Monokwari, 
Nabire, Elelim, Wamena, Merauke, Tanah 
Merah, Dekai, dan Oksibil (Sari, 2023). 
Kegiatan angkutan udara perintis 2023 juga 
telah menghubungkan sebanyak 152 bandara 
dan 56 lapangan terbang, menghubungkan 
26 provinsi dan 100 kabupaten/kota, dan 
mengangkut sebanyak kurang lebih 62.341 
penumpang dan kurang lebih 1.078 ton 
kargo berdasarkan data hingga April 2023. 
Harapannya anggaran subsidi pada angkutan 
udara memberikan banyak manfaat bagi 
masyarakat khususnya yang berada di wilayah 
3TP (Ditjen Hubda Kemenhub, 2023).

Adanya anggaran subsidi angkutan 
perintis bagi wilayah yang mengandalkan 
transportasi udara sebagai satu-satunya akses 
yang dapat digunakan akan menekan harga 
kebutuhan pokok sehingga masyarakat akan 
terbantu dengan harga jual yang terjangkau. 
Untuk itu, sebaiknya anggaran subsidi 
angkutan udara dapat lebih ditingkatkan lagi 
besaran kenaikannya, tidak hanya naik Rp4 
miliar pada tahun 2024. Kenaikan anggaran 
subsidi sebesar Rp4 miliar hanya akan 
memenuhi estimasi kenaikan harga BBM, 

belum mampu menambah destinasi baru 
untuk menghubungkan daerah 3TP. 

Angkutan Perkeretaapian
Pemerintah secara konsisten 

memberikan alokasi anggaran untuk PSO 
dan subsidi kereta api (KA) perintis. Dalam 
5 (lima) tahun terakhir (2018–2022), nilai 
kontrak anggaran PSO rata-rata sebesar 
Rp2,72 triliun dan anggaran subsidi KA 
perintis rata-rata sebesar Rp186,957 miliar 
setiap tahunnya. Pemerintah menugaskan 
PT KAI untuk melaksanakan pemberian 
pelayanan KA yang selamat, aman, nyaman, 
sehat, dan terjangkau (DJKA Kemenhub, 
2022).

Pada tahun 2023, sektor perkeretaapian 
mendapatkan anggaran subsidi perintis 
sebesar Rp175,93 miliar yang diperuntukkan 
bagi 7 lintasan. Anggaran subsidi tersebut 
dialokasikan kepada layanan KA Perintis 
di 5 wilayah yaitu, Jawa Tengah, Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 
dan Aceh (Sari, 2023). Anggaran subsidi KA 
perintis digunakan untuk layanan prasarana 
yang baru dibangun, diaktifkan kembali 
(reaktivasi) maupun jaringan yang sudah 
tersedia namun belum menguntungkan. 
Jika jalur KA sudah tersedia namun belum 
dioperasikan, maka akan dilakukan skema 
lelang untuk menentukan operator seperti 
pada jalur Makassar–Parepare. Umumnya 
subsidi perintis diberikan pemerintah untuk 
layanan dengan okupansi tidak lebih dari 
70%, namun terdapat potensi dan kebutuhan 
yang cukup signifikan (Ferdiansyah, 2023).

Saat ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian 
(DJKA) Kemenhub memiliki 6 kontrak 

Kenaikan anggaran subsidi 
angkutan udara 2024 hanya akan 

memenuhi estimasi kenaikan harga 
BBM.

Besaran subsidi KA 2024 
menggambarkan arah kebijakan 
pemerintah untuk mengalihkan 

KA perintis menjadi KA komersial 
dengan mekanisme PSO.
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subsidi perintis dengan operator mencakup 
KA Cut Meutia, KA Datuk Blambangan, 
KA Lembah Anai, LRT Sumsel, KA 
Bathara Kresna, dan KA Makassar-
Parepare. Pemerintah terus mengupayakan 
pertumbuhan okupansi KA perintis sehingga 
dapat dikonversi menjadi layanan ekonomi 
komersial. Pada tahun 2023, terdapat 3 
layanan KA perintis yang terkonversi menjadi 
KA PSO, yaitu KA Jenggala, KA Siliwangi, 
dan KA Minangkabau Ekspress. Sebagai 
upaya meningkatkan okupansi layanan KA, 
pemerintah perlu meningkatkan integrasi 
antarmoda transportasi dan eksplorasi 
potensi wisata di setiap daerah yang menjadi 
jalur KA (Ferdiansyah, 2023).

Untuk tahun 2024, anggaran subsidi 
KA perintis mendapatkan kenaikan terkecil 
(hanya 0,59%) dibandingkan anggaran 
subsidi lainnya, namun anggaran PSO KA 
ekonomi mendapatkan kenaikan terbesar 
kedua (33,89%) setelah anggaran subsidi 
PSO transportasi laut. Besaran kenaikan 
anggaran subsidi tersebut menggambarkan 
arah kebijakan pemerintah untuk 
mengalihkan KA perintis menjadi KA 
komersial dengan mekanisme PSO. Salah 
satu langkah peningkatan loadfactor, rute KA 
perintis ke depan dapat dipadukan dengan 
jalur komersial, tanpa mengabaikan aspek 
keselamatan. Di Aceh, jalur KA Perintis Cut 
Meutia yang saat ini melayani akses daerah 
pinggiran/kepadatan penduduk rendah ke 
perkotaan, ke depan akan terpadu dengan 
jalur Trans-Sumatera. 

Simpulan
Akses transportasi bagi Indonesia 

yang merupakan negara kepulauan menjadi 
tantangan besar. Konektivitas dan disparitas 
harga antarwilayah, serta aksesibilitas 
masyarakat di daerah 3TP menjadi pekerjaan 
rumah bagi pemerintah. Pemerintah 
harus mampu mewujudkan pemerataan 
kesejahteraan dan ekonomi terutama bagi 
masyarakat yang belum memiliki akses 
secara baik dengan wilayah sekitarnya. 

Pemerintah menyediakan sarana angkutan 
perintis yang menghubungkan daerah 3TP 
dengan daerah-daerah lainnya. Angkutan 
darat, angkutan penyeberangan, angkutan 
udara, atau angkutan perkeretaapian yang 
menjadi sarana angkutan perintis ditentukan 
berdasarkan geografis wilayah tersebut. 
Konektivitas antarwilayah diharapkan 
dapat memacu perkembangan ekonomi 
wilayah-wilayah tersebut sehingga terjadi 
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberian subsidi merupakan 
konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab 
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan mobilitas baik penumpang 
maupun barang di daerah 3TP. Dengan 
anggaran yang terbatas, hendaknya 
pemerintah melakukan evaluasi atas realisasi 
anggaran angkutan perintis serta okupansi 
penumpang atau barang terhadap angkutan 
perintis secara periodik. Hasil evaluasi dapat 
digunakan sebagai pertimbangan penetapan 
kebijakan angkutan perintis menjadi 
komersial, peningkatan anggaran angkutan 
perintis, pengalihan wilayah angkutan 
perintis, dan penambahan sebaran wilayah 
angkutan perintis. 

Rekomendasi
Peningkatan anggaran subsidi angkutan 

perintis tahun 2024 perlu diapresiasi. 
Upaya pemerintah untuk meningkatkan 
konektivitas dan menurunkan disparitas 
harga antarwilayah, terutama di daerah 3TP 
melalui subsidi angkutan perintis menjadi 
salah satu solusi yang harus dilakukan 
secara simultan dengan pembangunan 
infrastruktur transportasi. Salah satu yang 
perlu menjadi perhatian pemerintah yakni 
peningkatan subsidi angkutan jalan perintis 
untuk membuka akses ke 152 kawasan 
transmigrasi. Anggaran subsidi ini dapat 
dialihkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran Kementerian Keuangan.

Peran Komisi V DPR RI dibutuhkan 
untuk mengawasi efektivitas kebijakan 
subsidi angkutan perintis bagi peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat. Komisi V DPR 
RI perlu melakukan evaluasi realisasi 
anggaran subsidi angkutan perintis untuk 
tahun 2023 sehingga perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih 
baik. Dalam evaluasi pemberian anggaran 
subsidi perintis, Komisi V DPR RI perlu 
memastikan dan memetakan apakah 
subsidi tersebut diberikan untuk kegiatan 
yang bersifat multiyears atau merupakan 
kegiatan baru sehingga memudahkan 
dalam pengawasannya. Komisi V DPR 
RI juga perlu mendorong pemerintah 
untuk melakukan penataan terhadap jalur 
angkutan perintis supaya tidak tumpang 
tindih dengan rute komersial yang telah 
dilayani oleh swasta. 

Ucapan Terima Kasih
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Latar Belakang
Rekrutmen pegawai adalah proses 

mencari, menemukan, mengajak dan 
menetapkan sejumlah orang sebagai 
calon tenaga kerja dengan karakteristik 
tertentu seperti yang telah ditetapkan 
dalam perencanaan sumber daya manusia. 
Proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan 
organisasi akan tenaga kerja yaitu untuk 
menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam 
organisasi yang masih kosong (Husnan, 2011, 
hlm. 45).

Sebelum hadirnya Undang-Undang No. 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(UU ASN) tenaga non-ASN diisi oleh tenaga 
honorer. Pengaturan tentang tenaga honorer 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 48 Tahun 2005 yang diubah menjadi 
PP No. 56 Tahun 2012. Lahirnya UU ASN 
mengubah pengaturan menjadi bahwa 

yang dimaksud dengan pegawai ASN ialah 
pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 
Dalam hal ini, turunan UU tersebut yaitu 
PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja diundangkan pada 28 November 2018 
dan mengatur agar paling lama tanggal 28 
November 2023 pegawai honorer sudah 
harus dihapuskan.

Peralihan kepegawaian honorer 
dilakukan melalui sistem penerimaan PPPK. 
Pada seleksi calon PNS (CPNS) dan PPPK 
2022 ada 1.086.128 formasi CPNS dan PPPK 
yang dibuka dengan perincian: 758.018 
formasi PPPK guru dan 184.239 formasi 
PPPK fungsional non-guru di pemerintah 
daerah. Sementara itu, formasi  pemerintah 
pusat terdiri dari 45.000 formasi PPPK guru,  
20.000 formasi jabatan dosen, dan 25.554 
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formasi jabatan teknis lain. Dibuka pula 
3.000 formasi dokter/tenaga kesehatan di 
bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 
8.941 formasi CPNS sekolah kedinasan, 
41.376 formasi CPNS dan PPPK 2022 bagi 
Papua dan Papua Barat (Pardede, 2022).

Konsep Satu Data mendorong 
pengambilan kebijakan berdasarkan data. 
Untuk itu diperlukan pemenuhan atas 
data pemerintah yang akurat, terbuka, 
dan interoperable. Satu data menggunakan 
prinsip data terbuka dalam merilis data. 
Data tersedia dalam format terbuka yang 
mudah digunakan kembali, dengan tujuan 
untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah, serta untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
mengawal pembangunan. Secara konseptual, 
data berisikan fakta mentah. Data adalah 
sebuah fakta mentah yang belum diolah 
(Coronel & Moris, 2015, hlm. 40). Data 
merupakan kenyataan yang menggambarkan 
suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. 
Data merupakan material atau bahan baku 
yang belum mempunyai makna atau belum 
berpengaruh langsung kepada pengguna 
sehingga perlu diolah untuk dihasilkan 
sesuatu yang lebih bermakna (Mulyadi, 2009, 
hlm. 5).

Anggota Komisi II DPR RI, Junimart 
Girsang, mengungkapkan agar penerimaan 
PPPK dilakukan dengan menerapkan prinsip 
keadilan, kompetitif, dan memberikan 
kesempatan yang sama bagi seluruh warga 
negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN 
di sini termasuk menjadi PPPK. Meski 
demikian, proses penerimaan guru honorer 
menjadi PPPK ternyata menghadapi berbagai 
permasalahan. Direktorat Jenderal (Dirjen) 
Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), 
Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa 
sebanyak 250.300 guru honorer lulus dan 
telah mendapatkan penempatan PPPK 2022. 
Namun, menurut Ketua Umum (Ketum) 
Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing 

Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), 
Heti Kustrianingsih bahwa pengumuman 
PPPK guru 2022 di sejumlah daerah tidak 
sesuai. Temuan tersebut di antaranya adanya 
formasi tanpa pelamar namun kuotanya 
ditambahkan. Di tempat lain ditemukan 
juga ada sejumlah 3.043 prioritas 1 (P1) yang 
telah dibatalkan, namun ternyata masih ada 
masalah dengan hasil pengumuman PPPK 
guru 2022 pada 8–10 Maret 2023 yang lalu 
(dpr.go.id, 3 Mei 2023).

Dengan latar belakang yang telah 
diberikan, pertanyaan yang muncul dalam 
tulisan ini adalah bagaimana masalah 
rekrutmen PPPK guru dalam konteks 
prinsip satu data?

Perbedaan Data Dalam Proses 
Seleksi PPPK

Ketum FGHNLPSI, Heti 
Kustrianingsih, mengungkapkan bahwa 
pengumuman PPPK guru 2022 di sejumlah 
daerah tidak sesuai. Temuan tersebut di 
antaranya adanya formasi tanpa pelamar 
namun kuotanya ditambahkan. Di tempat 
lain ditemukan juga ada sejumlah 3.043 P1 
yang telah dibatalkan, namun ternyata masih 
ada masalah dengan hasil pengumuman 
PPPK guru 2022 pada 8–10 Maret 2023 yang 
lalu (dpr.go.id, 3 Mei 2023).

Selain itu ada juga masalah seperti 
yang terjadi di DKI Jakarta, ada sekolah 
yang sudah dua tahun regrouping namun 
guru tersebut muncul dalam penempatan 
P1. Sementara itu, di sekolah regrouping 
tersebut ada dua guru honorer induk yang 

Di sejumlah daerah terjadi masalah 
adanya perbedaan data untuk 
lulus passing grade dan pelamar 
yang tidak tercantum di Data 
Pokok Pendidikan (Dapodik), 
tetapi dinyatakan lolos seleksi 

administrasi.
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telah mengabdi selama empat tahun, namun 
mereka tidak bisa ikut seleksi PPPK 2022 
karena masuk di P4 atau pelamar umum. Hal 
ini menimbulkan pertanyaan tentang posisi 
guru induk dan noninduk yang belum jelas. 
Ketidakjelasan ini membuat guru honorer 
bingung dan butuh penjelasan dari Panitia 
Seleksi Nasional (Panselnas). Anggota Komisi 
X DPR Djohar Arifin Husin menilai proses 
seleksi PPPK 2022 kacau dan memunculkan 
masalah yang berbelit-belit. Hal itu terjadi 
karena pemerintah dinilai tidak konsisten 
dengan kesepakatan awal, yakni mengangkat 
1 juta guru honorer menjadi PPPK. Nunuk 
Suryani mengatakan bahwa 53.241 guru lulus 
passing grade (PG) tidak bisa diangkat PPPK 
tahun ini karena formasinya tidak tersedia 
(jpnn.com, 2 Mei 2023). 

Contoh lain ditemui di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Sejumlah kabupaten 
menemui berbagai masalah karena ada 
perbedaan data. Di Kabupaten Lombok 
Barat, tenaga guru honorer bahkan 
melayangkan protes ke pemerintah daerah, 
lantaran meloloskan dan menempatkan 
sejumlah tenaga guru yang menurut hasil 
seleksi PPPK tahun 2021 tidak masuk P1 
melainkan berada di P3. Hal ini terjadi 
karena ada guru P1 yang nilainya jauh di 
atas P3 namun justru P3 yang mendapatkan 
penempatan. Sementara itu, pihak P1 
tersebut tidak dapat melakukan sanggah 
karena tidak dapat masuk ke aplikasi karena 
tidak memiliki penempatan. Pengumuman 
dan penempatan PPPK berasal dari pusat 
(radarmandalika.id, 3 Mei 2023).

Sementara itu, pada Kabupaten 
Lombok Tengah, masalah yang ditemui 
ialah guru yang telah dinyatakan lulus 
tetapi tidak ada penempatan atau berstatus 
tanpa penempatan. Hal ini terjadi akibat 
keterbatasan formasi dari total sejumlah 
742, namun yang menjadi P1 sejumlah 
436. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten 
Lombok Tengah menyadari perlu adanya 
perbaikan formasi dan observasi. Sementara 
itu, yang belum mendapatkan formasi 2023 

perlu melakukan koordinasi dengan Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
(BKPP) melalui sistem yang terkoneksi 
dengan pusat (radarmandalika.id, 3 Mei 
2023). Masalah berikutnya pada Kabupaten 
Lombok Timur, tercatat ada 28 guru honorer 
jejang SD/SMP se-Lombok Timur yang 
sudah lulus PG I gagal diangkat menjadi 
PPPK meskipun mereka sudah mendapatkan 
penempatan PPPK guru 2022 yang 
diumumkan akhir 2022 lalu (radarlombok.
co.id, 2 Mei 2023).

Demikian pula contoh pada Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Pemerintah daerah (pemda) DIY bahkan 
telah mengusulkan kepada pemerintah 
pusat agar daerah kembali diberi wewenang 
untuk mengadakan seleksi administrasi guru 
PPPK di DIY. Hal ini untuk meminimalisir 
permasalahan pada seleksi administrasi, 
seperti yang telah dialami dalam dua kali 
tahapan seleksi sebelumnya. Ditemukan juga 
dalam beberapa proses seleksi yang dilakukan 
pemerintah pusat terdapat beberapa anomali, 
misalnya pelamar yang tidak tercantum di 
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) justru 
dinyatakan lolos seleksi administrasi. Hal 
tersebut memberikan konsekuensi kendala 
dalam penetapan nomor induk pegawai 
(NIP) PPPK (Tribunnews, 2 Mei 2023).

Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY 
ditemukan bahwa sejumlah 251 guru yang 
nilainya sudah di atas PG pada tahun 2021, 
tidak lolos dalam seleksi PPPK 2022. Masalah 
ini terjadi karena pengangkatan PPPK 
merupakan kewenangan dari pemerintah 
pusat. Kabupaten hanya menjalankan karena 
yang menentukan guru lolos PG untuk 
diangkat jadi PPPK. Termasuk dengan 
sistem perangkingannya dilakukan oleh 
pusat dengan data yang didapat dari dapodik 
melalui dinas di daerah. Hal yang serupa juga 
terjadi pada Kabupaten Bantul, sebanyak 
14 guru telah menerima hasil pengumuman 
kelulusan PPPK, namun tiba-tiba dibatalkan 
dengan surat resmi dari Dirjen Guru dan 
Tenaga Kependidikan. Surat tersebut juga 
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menyatakan bahwa pengumuman itu sudah 
final dan tidak bisa diubah lagi (warta-
pendidikan.com, 2 Mei 2023).

Menurut Kepala Dinas Dikbud 
Provinsi NTB Aidy Furqan (2023) 
mekanisme penerimaan PPPK pada tahun 
2022 tergolong tidak sederhana karena 
penerimaan antara P1, P2, P3 dan P4 
dilakukan bersamaan dan hal ini diatur 
oleh pusat. Kepala Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Lombok Tengah, L. Wardihan Supriadi 
(2023) juga menyatakan bahwa penerimaan 
PPPK tahun 2022 di Lombok Tengah masih 
memerlukan banyak pembenahan terutama 
dalam hal dapodik dan metode seleksi yang 
kurang tepat. Pada permasalahan dapodik 
perlu dilakukan pembenahan terlebih 
dahulu sebelum dijadikan basis data dalam 
pelaksanaan seleksi. Masalah akibat metode 
seleksi kompetensi menggunakan computer 
assisted test (CAT) maka untuk mengatasi 
masalah guru honorer yang tidak lolos dalam 
sistem PPPK perlu dilakukan pengangkatan 
secara bertahap dengan mempertimbangkan 
Guru ASN yang akan pensiun (zero growth). 

Prinsip Satu Data Dalam 
Rekrutmen PPPK

Pemanfaatan data oleh pemerintah 
tidak hanya terbatas pada penggunaan 
secara internal antar instansi pemerintah, 
tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan 
kebutuhan data bagi masyarakat. Satu data 
Indonesia dimaksudkan untuk mengatur 
tata kelola data, yang dihasilkan oleh 
instansi pusat dan instansi daerah untuk 
mendukung perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian pembangunan. 
Adanya satu data diharapkan bahwa sistem 

satu data diharapkan akan menghasilkan  
dan informasi yang berkualitas sehingga 
kebijakan pemerintah juga menjadi 
berkualitas (ogi.bappenas.go.id, 2020).

Tahapan satu data Indonesia dimulai 
dari pemerintah yang memberikan 
informasi. Kemudian, data akan diinput 
pada portal Data.go.id. Terakhir, dari data.
go.id dipublikasikan menuju produk-
produk pemanfaatan yang meliputi jurnalis, 
akademisi, komunitas IT, masyarakat umum, 
hingga sektor swasta (Finaka, 2019). Pada 
kenyataannya, tidak sedikit daerah yang 
sebenarnya telah mampu membuktikan 
tata kelola data yang relatif baik, termasuk 
di dalamnya mekanisme dan ketersediaan 
data yang integratif bahkan partisipatif dari 
tingkat desa. Sayangnya, justru praktik ini 
sulit mendapatkan ruang integrasi dengan 
sistem pengelolaan data yang dikembangkan 
pemerintah pusat (yuniardi, detik.com, 17 
November 2023). Hal ini sebagaimana terjadi 
pada pengelolaan data rekrutmen pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 
2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 
SDI) memberikan penekanan pada bagian 
konsideran menimbang huruf a, bahwa untuk 
mewujudkan keterpaduan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan, perlu didukung dengan 
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, 
dan dibagipakaikan, serta dikelola secara 
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. 
Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu 
mewujudkan ketersediaan data yang akurat, 
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta 
mudah diakses dan dibagipakaikan antar 
instansi pusat dan instansi daerah sebagai 
dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan pengendalian pembangunan (Perpres 
SDI Pasal 2 ayat (2) huruf b). 

Satu data Indonesia harus dilaksanakan 
salah satu dengan berdasarkan prinsip, 
data yang dihasilkan produsen data harus 
memenuhi kaidah interoperabilitas data. 

Portal resmi layanan satu data 
Indonesia yang berada dalam 

data.go.id tidak digunakan dalam 
pendataan PPPK. 
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Interoperabilitas data diartikan sebagai 
kemampuan data untuk dibagipakaikan 
antar sistem elektronik yang saling 
berinteraksi (Perpres SDI, Pasal 3 huruf 
c). Selanjutnya pada tataran teknis 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Komunikasi Informatika Nomor 
1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas 
Data dalam Penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 
Satu Data Indonesia Pasal 7 ayat (1), bahwa 
instansi pusat dan instansi daerah yang 
menyelenggarakan layanan interoperabilitas 
data harus melakukan uji kelaikan operasi 
interoperabilitas data. Kriteria uji kelaikan 
operasi interoperabilitas data didasarkan 
pada pemenuhan prinsip dan persyaratan 
interoperabilitas data sebagaimana diatur 
dalam peraturan ini. 

Pengaturan mengenai satu data yang 
termuat dalam Perpres SDI, berikut aturan 
teknis mengenai interoperabilitas data 
yang termuat dalam permenkominfo sangat 
relevan dalam menelaah permasalahan 
pengelolaan data pelamar PPPK. Badan 
Kepegawaian Negara menyatakan pendataan 
non-ASN merupakan tindak lanjut dari 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 
yang mewajibkan status kepegawaian di 
lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 
2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan 
PPPK sampai dengan tanggal 28 November 
2023. Alur pendataan yang perlu dilakukan 
oleh instansi yaitu mendaftarkan tenaga 
non-ASN yang masih bekerja sampai saat 
ini dan memenuhi persyaratan pendaftaran 
tenaga non-ASN sesuai peraturan. Untuk 
itu instansi wajib melakukan verifikasi dan 
validasi dari data yang diinput dan dilengkapi 
tenaga non-ASN (bkn.go.id, n.d). 

Realitas kebutuhan PPPK tenaga 
kesehatan pada tahun 2023 sebanyak 327.542 
formasi, sedangkan untuk PPPK tenaga 
guru menjadi kebutuhan dengan formasi 
tertinggi yaitu mencapai 580.202 formasi. 
Kementerian Kesehatan RI menjelaskan 

bagi tenaga kesehatan honorer yang telah 
memenuhi kriteria seleksi, diminta untuk 
segera mendaftar melalui dinas kesehatan 
kabupaten/kota. Pelamar PPPK kesehatan 
yang dapat melamar adalah eks Tenaga 
Honorer Kategori II (THK-II) yang 
terdaftar dalam pangkalan data BKN dan/
atau Tenaga Kesehatan non-ASN yang 
terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian 
Kesehatan berdasarkan data per 1 April 
2022 (mutia, tribusnnews.com, 24 Februari 
2023). Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya 
menjelaskan, Kemenkes membutuhkan 
bantuan dari pemda untuk pemerataan 
nakes terutama dari sisi medis yakni dokter. 
Meski Kemenkes memiliki pemerataan, bila 
pemda tidak ada kerja sama, maka tidak akan 
tersedia kebutuhan dokter di setiap daerah 
(kamalina, bisnis.com, 31 Mei 2022). 

Kondisi ini mengisyaratkan ada 
ketidaksesuaian jumlah data yang dibutuhkan 
pemerintah daerah dengan jumlah data yang 
direkrut oleh pemerintah pusat. Namun, 
terlepas dari persoalan jumlah data formasi 
riil yang belum sama antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah, hal 
penting yang harus dicermati adalah tidak 
dilakukannya prinsip pengelolaan satu data 
sebagaimana telah diatur dalam Perpres 
SDI. Bagaimanapun juga pemanfaatan 
data pemerintah tidak hanya terbatas pada 
penggunaan secara internal antar instansi, 
tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan 
kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Portal resmi layanan satu data Indonesia 
yang berada dalam data.go.id tidak 
digunakan dalam pendataan PPPK. Padahal, 
portal resmi Satu Data Indonesia merupakan 
wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan 
data terbuka yang tidak terbatas pada 
kementerian, lembaga, atau pemerintah 
daerah saja, namun juga semua instansi lain 
yang menghasilkan data terkait Indonesia. 
Realitasnya, data dari hasil pendataan PPPK 
masih tersebar di pemerintah pusat dan 
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pemerintah daerah. Penerapan prinsip satu 
data akan membantu proses pendataan, 
karena ada standar data yang harus dipenuhi 
oleh data yang terkumpul. Data yang 
dihasilkan juga harus memiliki metadata, 
memenuhi kaidah interoperabilitas data 
dan memiliki kode referensi atau data 
induk. Untuk itu instansi pusat dan instansi 
daerah yang menyelenggarakan layanan 
interoperabilitas data harus melakukan uji 
kelaikan operasi interoperabilitas data PPPK 
yang dikelolanya. Hasil dari uji kelaikan ini 
harus menunjukkan ketersediaan data yang 
sinkron antara data yang dimiliki pemerintah 
pusat dengan data yang dimiliki pemerintah 
daerah. Kondisi ini luput dari penanganan 
pendataan PPPK, terbukti dari Kemenkes 
membutuhkan kerja sama dari pemda untuk 
pemerataan dokter yang sesuai dengan 
kebutuhan dokter di setiap daerah.

Setelah dijalankannya prinsip 
pengelolaan satu data dalam pendataan 
PPPK, maka perlu diperhatikan pula prinsip 
pelindungan data pribadi dari pelamar 
PPPK. bagaimanapun juga data yang di input 
oleh pelamar itu terdiri dari data pribadi 
yang bersifat umum dan data yang bersifat 
spesifik. Untuk itu hak dari pelamar sebagai 
subjek data pribadi terhadap data pribadi 
yang di input dalam sistem elektronik, perlu 
mendapatkan pelindungan data pribadi oleh 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
sebagai pengendali data. Hal utama dari hak 
subjek data pribadi yang wajib dilindungi 
yaitu terkait dengan pemrosesan data pribadi 
terutama terkait dengan mekanisme transfer 
data pribadi dari pemerintah daerah ke 
pemerintah pusat.

Kasus yang terjadi terkait pembatalan 
penempatan untuk 3043 guru PPPK P1 atau 
yang sudah lulus ambang batas, berkaitan 
juga dengan persoalan pelindungan hak 
pelamar sebagai subjek data pribadi. Transfer 
data pribadi pelamar dari pemerintah daerah 
sebagai pengendali data pribadi di tingkat 
daerah kepada pemerintah pusat sebagai 
pengendali data pribadi di tingkat pusat, 

tidak melindungi hak subjek data pribadi. 
Pada saat subjek data pribadi menginput 
data pribadi di daerah, maka sesuai dengan 
Pasal 6 UU No. 27 Tahun 2022 tentang 
Pelindungan Data Pribadi, hak subjek data 
pribadi di antaranya berhak mendapatkan 
kejelasan mengenai tujuan permintaan 
dan penggunaan data pribadi. Subjek 
data pribadi tidak mendapatkan kejelasan 
penggunaan data pribadi dari data pribadi 
yang telah ditransfer oleh pemda sebagai 
pengendali data pribadi di daerah kepada 
pemerintah pusat sebagai pengendali data 
pribadi di pusat. Pada saat subjek data 
pribadi meng-input data pribadinya di 
daerah, tidak ada pemberitahuan mengenai 
kejelasan penggunaan data yang dikelola 
oleh pemda dan pemerintah pusat. Hal 
ini jelas merugikan para tenaga pengajar 
yang dibatalkan penempatannya. Subjek 
data pribadi yang dibatalkan penempatan 
kerja, seharusnya diberikan hak untuk tetap 
menyimpan atau menarik kembali data 
pribadi yang ada dalam sistem yang dikelola 
oleh pemerintah pusat.

Simpulan
Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2022 
untuk memenuhi kebutuhan guru di satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi 
daerah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 
2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan 
Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 
2022 (PermenPAN RB 20/2022). Pasal 10 
PermenPAN RB 20/2022 menyatakan bahwa 
“Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru 
pada Instansi Daerah Tahun 2022 dilakukan 
secara nasional oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi sebagai instansi 
pembina JF Guru, berkoordinasi dengan 
Panselnas”. 
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Dalam penerimaan PPPK Guru pada 
tahun 2022 masih ditemukan permasalahan 
validitas pangkalan data guru yang terdaftar 
di Dapodik. Dari hasil seleksi PPPK Guru 
tahun 2022 terdapat permasalahan di antaranya 
terkait dengan data penempatan, kualifikasi 
pendidikan, dan kualifikasi satuan pendidikan. 
Oleh sebab itu, dapat diketahui pentingnya 
Dapodik yang akurat karena akan menentukan 
ketepatan pengisian kebutuhan jumlah, jenis 
jabatan, dan unit penempatan PPPK Guru.

Aturan dari Panitia Seleksi Nasional 
(Panselnas) yang belum dilaksanakan secara 
maksimal juga perlu mendapat perhatian. Hal 
ini terkait komitmen pusat dan daerah dalam 
optimalisasi seleksi PPPK. Kemendikbudristek 
memiliki aturan tersendiri yang belum 
disosialisasikan terlebih dahulu kepada 
Panselda. Oleh sebab itu proses seleksi 
sebaiknya dikembalikan dari Panselnas ke 
Panselda. Meskipun komitmen pusat dalam 
penataan kepegawaian dan penyelesaian 
permasalahan pegawai sudah baik, hendaknya 
formasi kebutuhan dikompilasi antara usulan 
daerah dan Direktorat Jenderal GTK. 

Rekomendasi
Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka diharapkan untuk ke depannya 
proses seleksi PPPK tidak melakukan 
penerimaan secara bersamaan antara yang 
sudah memenuhi kriteria kelulusan dengan 
penerimaan PPPK baru. Kewenangan proses 
seleksi dapat diberikan kepada pemerintah 
daerah. Pemerintah pusat diharapkan segera 
membuat petunjuk teknis evaluasi tahunan 
dan akhir masa kontrak PPPK sebagai dasar 
pertimbangan perpanjangan kontrak, serta 
petunjuk teknis tentang kenaikan pangkat/
golongan dan gaji berkala. Komisi II DPR 
RI dalam fungsi pengawasan perlu untuk 
mendesak Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan-RB) agar tidak gegabah dalam 
menyelesaikan permasalahan ini, karena 
cukup besar pada stabilitas birokrasi bila 
salah terapi penyelesaiannya. Komisi II 

DPR perlu mengawasi agar pemerintah 
melakukan rekonsiliasi data dengan cara 
mencocokkan perubahan/dinamisasi 
kepegawaian guru oleh instansi daerah 
bersama dengan Kemendikbudristek. 
Diharapkan pemerintah melakukan 
pemutakhiran data secara berkala dalam 
aplikasi dapodik oleh instansi daerah dan 
Kemendikbudristek melakukan verifikasi 
dan validasi, serta mengintegrasikan data 
dalam sistem pengadaan dan dapat diakses 
oleh Kemendikbudristek, BKN, dan 
instansi daerah.
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Latar Belakang
Selama ini banyak pemahaman dalam 

masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan 
merupakan lembaga yang memberikan 
perlindungan berupa jaminan sosial tenaga 
kerja (jamsostek) bagi pekerja di perusahaan. 
Padahal sebenarnya lembaga tersebut juga 
memberikan perlindungan bagi pekerja lain 
yang tidak bekerja di perusahaan. Pekerja 
mandiri pun dapat menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan, sepanjang memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Semua pekerja 
di mana pun dapat menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan termasuk mereka yang 
bekerja di institusi pemerintahan, tetapi 

bukan pegawai negeri sipil (PNS), yang pada 
umumnya disebut pegawai pemerintah non-
pegawai negeri (PPNPN).

Hal yang menjadi permasalahan selama 
ini adalah, PPNPN sering kali terabaikan 
dalam mendapatkan perlindungan 
ketenagakerjaan berupa jamsostek akibat 
statusnya yang bias, di mana PPNPN 
bukanlah pekerja biasa seperti yang ada di 
perusahaan. PPNPN bekerja di lembaga 
pemerintah namun statusnya non-PNS, 
sehingga seringkali hak-hak mereka tidak 
tersentuh oleh Program Jamsostek yang 
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. 
Untuk merespons hal itu, Pemerintah 
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Program Jamsostek BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) 
Ketenagakerjaan merupakan 

program nasional yang selama ini 
identik dengan perlindungan pekerja 

perusahaan. Padahal, sebenarnya 
Jamsostek dimaksudkan untuk 

melindungi semua pekerja,  termasuk 
Pegawai Pemerintah Non-Pegawai 

Negeri (PPNPN) yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
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menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 
No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan, yang di dalamnya 
mengatur Jamsostek bagi PPNPN. 
Berdasarkan Inpres tersebut, hingga saat 
ini BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya 
menggalakkan sosialisasi dalam rangka 
menambah kepesertaan dari segmen 
PPNPN. 

Menurut Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB), Abdullah Azwar Anas, saat ini 
ada 2,4 juta PPNPN. Presiden Joko Widodo 
meminta data tersebut dikaji bersama 
DPR, asosiasi pemerintah kabupaten dan 
kota, serta gubernur se-Indonesia untuk 
memilahnya, sebab PPNPN akan dijadikan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK). Namun, Presiden menekankan agar 
tak melakukan PHK (Pemutusan Hubungan 
Kerja) massal setelah dilakukan penghapusan 
honorer pada 28 November 2023. Untuk 
menghindari pembengkakan anggaran, 
pemerintah tengah merumuskan kebijakan 
yang tepat (Saputri, 2023).

Topik mengenai Jamsostek bagi PPNPN 
sangat menarik untuk dikaji, di mana 
PPNPN merupakan bagian dari pegawai 
yang memberikan kontribusi kepada 
lembaga pemerintah, tetapi selama ini belum 
mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan 
yang memadai.

Pegawai Pemerintah Non-Pegawai 
Negeri

Pegawai pemerintah non-pegawai negeri 
(PPNPN) adalah sebutan untuk  honorer 
yang diakui oleh pemerintah dan negara 
yang diperbantukan pada suatu instansi 
pemerintahan untuk membantu suatu 
pekerjaan pada unit yang membutuhkan. 
PPNPN adalah seseorang yang diangkat 
oleh pejabat pembina kepegawaian atau 
pejabat lain dalam pemerintahan untuk 
melaksanakan tugas-tugas tertentu pada 
instansi pemerintahan dan penghasilannya 
menjadi beban APBD/APBN (Sinuhaji et al., 
2019, hlm. 123–137). Dengan demikian, posisi 
PPNPN dapat dilihat sebagaimana pekerja 
pada umumnya yang memiliki hak untuk 
dilindungi dari sisi ketenagakerjaan.

Apa perbedaan PPNPN dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK)? Berdasarkan Peraturan Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN) No. 1 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan 
Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri 
di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil 
Negara, PPNPN dan PPPK merupakan dua 
jabatan yang berbeda. Meskipun sama-sama 
merupakan pegawai pemerintahan tidak 
tetap, status kepegawaian PPPK dengan 
PPNPN sangat berbeda. Jabatan yang dapat 
diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional 
(JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang 
sifatnya terbatas di kalangan pegawai ASN 
tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
JPT sendiri adalah sekelompok jabatan 
tinggi pada instansi pemerintah seperti 
sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, 
direktur jenderal, deputi, atau inspektur 
jenderal. Sementara itu, JF adalah jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan 
dengan pelayanan fungsional berdasarkan 
keahlian ataupun keterampilan tertentu. 
PPNPN hanya dapat menempati jabatan 
teknis dan administratif yang terbatas di 
kalangan pegawai ASN termasuk PPPK dan 
PNS. PPPK yang melamar sebagai tenaga 
ahli, dapat mengisi jabatan administratif 

PPNPN adalah pekerja  yang 
telah memberikan kontribusi 

pada instansi negara,  
sehingga berhak mendapatkan 
perlindungan ketenagakerjaan 

melalui Program Jamsostek 
yang diselenggarakan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan.
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Jamsostek mencakup program-
program perlindungan yaitu JK, 

JKm, JKK, JHT, JP, dan JKP yang 
pada akhirnya akan bermuara 
pada kesejahteraan pekerja. 

Dengan Jamsostek yang baik dan 
komprehensif, diharapkan pekerja 

akan sejahtera.

seperti: administrator; analis; sekretaris. 
Sementara, PPNPN yang melamar sebagai 
tenaga penunjang dapat mengisi jabatan 
teknis seperti: pengemudi; satpam; kurir; 
petugas kebersihan; dan pramubakti (Nancy, 
2022, Januari 7). Kenyataan tersebut dapat 
dipahami bahwa ada pegawai-pegawai 
pemerintah dengan status bukan PNS, 
dan PPNPN adalah bagian dari pegawai 
pemerintah tersebut. Selain itu, juga dapat 
dipahami bahwa ada perbedaan konsekuensi 
(kesejahteraan) akibat dari perbedaan status 
kepegawaian tersebut, di antaranya yaitu 
perlindungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 
PPPK (di mana PPNPN termasuk di 
dalamnya), antara lain diatur: (1) Pemerintah 
wajib memberikan perlindungan, antara 
lain berupa JKK dan JKM; (2) perlindungan 
berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan 
kematian dilaksanakan sesuai dengan 
sistem jaminan sosial nasional; (3) PPNPN 
diberikan perlindungan berupa manfaat 
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 
dan jaminan kematian sebagaimana berlaku 
bagi PPPK (HAI Pedia, 2020, Februari 
10). Dengan demikian, PPNPN sebagai 
bagian dari PPPK memiliki hak untuk 
mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan 
melalui Program Jamsostek, di mana program 
tersebut mencakup Jaminan Kesehatan 
(JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan 
Jaminan Kematian (JKm). 

PPNPN di lingkungan Istana 
Kepresidenan Republik Indonesia 
Jakarta telah dilindungi program BPJS 
Ketenagakerjaan, yang ditandai secara 
simbolis sertifikat dan 125 Kartu Peserta 
BPJS Ketenagakerjaan oleh Asisten Deputi 
Direktur Bidang TI BPJS Ketenagakerjaan 
pada 27 Februari 2019. Program Jamsostek 
memberikan kepastian perlindungan kepada 
seluruh tenaga kerja atas segala risiko 
yang terjadi pada saat melakukan aktivitas 
pekerjaan sehingga pekerja merasa lebih 

tenang dalam bekerja dan mendorong 
peningkatan produktivitas. Berdasarkan 
data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, 
sebanyak 1,5 Juta pekerja Non ASN di 
Indonesia telah terdaftar sebagai peserta 
BPJS Ketenagakerjaan selain 50 Juta pekerja 
kategori lainnya yang juga telah terdaftar 
(Kompas.com, 2 Maret 2019). Kenyataan 
tersebut menunjukkan bahwa PPNPN 
telah memiliki payung hukum bagi status 
ketenagakerjaannya, meskipun masih sebatas 
pada tiga program (JK, JKK, dan JKm). 
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah 
bagaimana implementasi dari perlindungan 
tersebut.

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Jaminan sosial sangat penting dalam 

setiap penyelenggaraan  negara, di mana 
jaminan sosial merupakan tameng atau 
bantalan bagi masyarakat pada saat mereka 
berada dalam musibah atau kondisi 
tertentu yang tidak biasa. Dalam Pasal 28 
H ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 disebutkan, 
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial 
yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat”. Hal ini menunjukkan bahwa 
jaminan sosial merupakan perlindungan 
agar manusia tetap hidup sesuai dengan 
martabatnya. 

Jaminan sosial terkakit dengan konsep 
Negara Kesejahteraan, di mana negara lebih 
mengedepankan menjaga kesejahteraan 
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warganya. Menurut Hidayat (2011, hlm. 
150), “Di Indonesia konsep kesejahteraan 
merujuk pada konsep pembangunan 
kesejahteraan sosial, yakni serangkaian 
aktivitas yang terencana dan melembaga 
yang ditujukan untuk meningkatkan standar 
dan kualitas kehidupan manusia”. Dalam 
hal ini, kesejahteraan menjadi hal ideal 
yang diidamkan setiap individu maupun 
masyarakat, termasuk kalangan pekerja 
dan juga PPNPM. Setiap pekerja termasuk 
PPNPM berhak atas kesejahteraan dan 
setidaknya sesuai standar dan kualitas 
kehidupan manusia. 

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya 
dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian 
akademik dan sebagai sebuah institusi sosial 
dalam sistem kenegaraan. NASW (National 
Association of Social Workers) sebuah 
organisasi pekerjaan sosial di Amerika, 
mendefinisikan social welfare sebagai sistem 
suatu negara yang berkenaan dengan 
program, keuntungan, dan pelayanan yang 
membantu masyarakat untuk menemukan 
kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, 
dan kesehatan yang menjadi dasar bagi 
kelangsungan hidup mereka (Zastrow, 2010, 
hlm. 3). Dengan demikian, berdasarkan 
Zastrow, kesejahteraan PPNPN dapat 
diupayakan melalui Program Jamsostek. 
Dalam hal ini Program Jamsostek dapat 
dilihat sebagai sistem yang dibuat oleh negara 
untuk kesejahteraan pekerja, termasuk 
PPNPN. Melalui Program JK, JKK, dan 
JKm, PPNPN akan mendapatkan jaminan 
yang membuat ketenangan dalam hidupnya. 

Kesejahteraan menjadi tujuan utama 
kehidupan tiap individu dengan ukuran-
ukuran yang berbeda sesuai dengan 
pandangan, agama, dan doktrin mereka 
masing-masing. Dalam dunia internasional, 
indikator tersebut sering merujuk kepada 
pendapatan per kapita, panjangnya masa 
hidup dan tingkat pendidikan yang diraih 
(Goodin, 2015, dalam Azizy, 2015, hlm. 2). 
Berdasarkan konsep Goodin tersebut, maka 
Program Jamsostek dapat dipandang sebagai 

indikator kesejahteraan dari kehidupan 
PPNPN. Sementara itu, menurut Midgley 
(2004, dalam Suradi, 2007, hlm. 1–11), 
kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan 
kehidupan manusia yang tercipta ketika 
berbagai permasalahan sosial dapat dikelola 
dengan baik, ketika kebutuhan manusia 
dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial 
dapat dimaksimalkan. Berdasarkan konsep 
Midgley tersebut, dapat dipahami bahwa 
PPNPN akan sejahtera jika terpenuhi segala 
hak sosial dan ekonominya, salah satunya 
melalui perlindungan Program Jamsostek. 

Menurut International Labour 
Organization (ILO), social security pada 
prinsipnya adalah perlindungan yang 
diberikan oleh masyarakat untuk para 
warganya, melalui berbagai usaha dalam 
menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial 
yang dapat mengakibatkan terhentinya atau 
berkurangnya penghasilan (Husni, 2014, hlm. 
152). Dengan demikian, Program Jamsostek 
dapat diinterpretasikan sebagai social security 
dalam rangka menjaga kelangsungan dan 
ketenangan hidup PPNPN. Jaminan tersebut 
akan menjadi bantalan pada saat PPNPN 
mengalami musibah berupa penyakit, 
kecelakaan kerja, maupun kematian. 

Hak atas jaminan sosial muncul karena 
kehidupan manusia yang dinamis dan bukan 
tidak mungkin mengandung risiko berupa 
musibah atau ketidakpastian. Menurut 
(Asyhadie, 2013, hlm. 22) ada dua jenis 
ketidakpastian, yaitu: (1) ketidakpastian 
spekulatif. Dalam ketidakpastian spekulatif 
ini yang tidak pasti adalah hasilnya apakah 
menguntungkan atau tidak, sedangkan 
penyebab dari hasil (yang menguntungkan 
atau tidak) itu adalah “pasti”. Kepastian 
penyebab ini timbul sejak yang bersangkutan 
mulai melakukannya. (2) Ketidakpastian 
murni, yang semuanya serba “tidak pasti”, 
baik mengenai penyebab atau kapan 
mulainya ketidakpastian ini, termasuk 
bagaimana hasil atau akibatnya. Namun, 
yang jelas ketidakpastian jenis ini selalu 
tidak menguntungkan, hanya seberapa 
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besar kerugiannya yang ditimbulkannya 
juga “tidak pasti”. Berdasarkan konsep 
Asyhadie tersebut, akhirnya dapat dipahami 
bahwa jaminan sosial merupakan bantalan 
yang dapat melindungi pekerja saat terjadi 
musibah atau guncangan hidup yang dapat 
mengganggu kesejahteraan. 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Setiap orang yang melakukan suatu 

pekerjaan membutuhkan perlindungan, 
sebab setiap pekerjaan pasti adanya 
risiko yang kemungkinan menimpa diri 
pekerja. Menurut Pambudi (2019, hlm. 
211),  penyelenggaraan program jaminan 
sosial merupakan salah satu tanggung jawab 
dan kewajiban negara untuk memberikan 
perlindungan sosial ekonomi kepada 
masyarakat. Indonesia mengembangkan 
program jaminan sosial berdasarkan funded 
social security, yaitu jaminan sosial yang 
didanai oleh peserta dan masih terbatas pada 
masyarakat pekerja di sektor formal. Dengan 
demikian, dapat dipahami bahwa negara 
bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan baik secara sosial maupun 
ekonomi bagi masyarakat. Tanggung jawab 
tersebut kemudian dibuat secara sistematis, 
mengingat banyaknya jumlah warga 
masyarakat yang harus dilindungi, termasuk 
di dalamnya kalangan pekerja yang mencakup 
PPNPN.

Menurut Husni (2014, hlm. 151), 
Jamsostek adalah suatu perlindungan 
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan 
berupa uang sebagai pengganti sebagian 
dari penghasilan yang hilang atau berkurang 
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa 
atau keadaan yang dialami oleh tenaga 
kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 
Berdasarkan konsep Husni tersebut, 
dapat dipahami bahwa Program Jamsostek 
merupakan program yang terstruktur 
dan sistematis untuk melindungi pekerja, 
termasuk PPNPN. Sementara itu, menurut 
Abdullah (2018, hlm. 123), Jamsostek 

merupakan bentuk perlindungan atas risiko-
risiko yang mungkin didapatkan bagi tenaga 
kerja dalam menjalankan kewajibannya, yakni 
berupa manfaat-manfaat berupa perawatan, 
santunan maupun manfaat-manfaat yang 
lainnya. Jadi berdasarkan konsep Abdullah 
tersebut, dapat dikatakan bahwa Program 
Jamsostek akan sangat bermanfaat bagi 
PPNPN, di mana Jamsostek yang memadai 
akan membuat para PPNPN hidup sejahtera.

Berdasarkan undang-undang yang 
berlaku, terdapat berbagai jenis program 
jaminan sosial dalam konteks Indonesia. 
Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 
jenis program jaminan sosial mencakup: (a) 
jaminan kesehatan; (b) jaminan kecelakaan 
kerja; (c) jaminan hari tua; (d) jaminan 
pensiun; dan (e) jaminan kematian.

Dalam Undang-Undang No. 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (UU BPJS), Pasal 6 Ayat (2) 
menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan 
mengelola program: (a) jaminan kecelakaan 
kerja; (b) jaminan hari tua; (c) jaminan 
pensiun; dan (d) jaminan kematian.

Lebih lanjut, berdasarkan PP No. 
37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP), Program Jamsostek yang 
dioperasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
juga menambahkan Program JKP. Menurut 
Pasal 1 Angka 1 PP tersebut, Program 
JKP adalah jaminan sosial yang diberikan 

Jamsostek didasarkan pada UU 
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan UU 
No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Jamsostek dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan pekerja.
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kepada pekerja atau buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja (PHK). Program 
ini mencakup manfaat uang tunai, akses 
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa program jaminan sosial yang dikelola 
oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi JK, 
JKK, JHT, JP, JKm, dan juga JKP. Namun, 
perlu diperhatikan bahwa berdasarkan aturan 
lainnya, hanya tiga jenis perlindungan, yaitu 
JK, JKK, dan JKm yang diberikan kepada 
Pekerja Penerima Upah Non-PNS (PPNPN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU BPJS, 
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima gaji, upah, atau imbalan 
dalam bentuk lain. Sementara itu, Pasal 1 
Angka 9 UU BPJS menyebutkan bahwa 
pemberi kerja adalah orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya 
yang mempekerjakan tenaga kerja atau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan 
pegawai negeri dengan membayar gaji, 
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 
dalam hal ini PPNPN dapat disebut 
sebagai pekerja, sedangkan pemerintah 
(penyelenggara negara) adalah pemberi kerja. 
Dengan demikian, pemerintah (lembaga 
di mana PPNPN bekerja) diwajibkan 
memberikan perlindungan ketenagakerjaan 
kepada PPNPN melalui Program Jamsostek. 

Kemudian Pasal 15 UU BPJS 
menyebutkan: (1) pemberi kerja secara 
bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan 
pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS 
sesuai dengan program jaminan sosial yang 
diikuti. (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan 
pekerjanya berikut anggota keluarganya 
secara lengkap dan benar kepada BPJS. 
(3) Penahapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan 
adanya mekanisme perlindungan bagi 
pekerja termasuk PPNPN agar mereka 
mendapatkan Jamsostek. Pemberi kerja 

wajib mendaftarkan PPNPN ke BPJS 
Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan 
perlindungan berupa Jamsostek.

Jamsostek adalah program yang 
memberikan perlindungan kepada 
masyarakat pekerja atas berbagai macam 
risiko yang mungkin terjadi, seperti 
kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan 
memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek 
pun juga berupaya menjamin jika terjadi 
risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan 
pemutusan hubungan kerja (Novrizaldi, 
2022). Dengan demikian, Jamsostek bersifat 
terbuka bagi semua pekerja termasuk 
PPNPN untuk menjadi peserta, dalam 
rangka mendapatkan manfaat perlindungan 
pada saat dibutuhkan.

Terkait hak Jamsostek PPNPN, 
Pemerintah telah menerbitkan PP No. 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK), tetapi  sayangnya PP itu tidak 
menyebut tentang Program Jamsostek. 
Oleh karena itu, untuk melihat pentingnya 
Jamsostek bagi PPNPN, dapat dirujuk pada 
ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu 
Pasal 1 Angka 12 UU No. 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) yang menyebutkan, “Pemberi kerja 
adalah orang perseorangan, pengusaha, 
badan hukum, atau badan-badan lainnya 
yang mempekerjakan tenaga kerja atau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan 
pegawai negeri dengan membayar gaji, 
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya”. 
Dengan demikian,  pemenuhan hak 
Jamsostek bagi PPNPN dapat dipenuhi 
oleh pemerintah selaku pemberi kerja. 
Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa 
pemberi kerja bagi PPNPN disebutkan 
dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 40 Tahun 
2004, penyelenggara negara termasuk 
pemberi kerja (bagi PPNPN).

Secara tegas kemudian Jamsostek 
bagi PPNPN diatur dalam Inpres No. 2 
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program 
Jamsostek. Berdasarkan inpres tersebut, 
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para gubernur diperintahkan untuk 
mengambil langkah-langkah agar seluruh 
pekerja baik penerima upah maupun 
bukan penerima upah termasuk PPNPN, 
dan penyelenggara pemilu di wilayahnya 
terdaftar sebagai peserta aktif dalam 
Program Jamsostek. Selain itu, Presiden 
menginstruksikan kepada Menteri Dalam 
Negeri untuk mendorong para gubernur 
dan Bupati/Walikota agar seluruh ASN 
termasuk PPNPN menjadi peserta aktif 
BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, 
kementerian ketenagakerjaan diinstruksikan 
untuk: (a) melakukan evaluasi, pengkajian, 
dan penyempurnaan regulasi dalam 
rangka optimalisasi Program Jamsostek; 
dan (b) meningkatkan pengawasan dan 
pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi 
kerja selain penyelenggara negara terhadap 
Program Jamsostek. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, dapat diketahui bahwa PPNPN 
telah memiliki payung hukum yang dapat 
melindungi mereka pada saat terjadi 
musibah yang terkait dengan pekerjaannya. 
Perlindungan tersebut berupa Program 
Jamsostek yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan. Program Jamsostek bagi 
PPNPN memang hanya mencakup tiga 
program yaitu JK, JKK, dan JKm, tetapi  
untuk pekerja yang sifatnya fleksibel 
berdasarkan kontrak untuk waktu tertentu 
seperti PPNPN hal ini dapat dinilai 
cukup. Hal yang sangat penting untuk 
dipantau terkait Jamsostek PPNPN adalah 
bagaimana implementasi dari Inpres No. 2 
Tahun 2021 tersebut, agar dapat optimal 
dalam memberikan perlindungan bagi 
PPNPN.

Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa PPNPN berhak atas 
perlindungan ketenagakerjaan melalui 
Program Jamsostek. PPNPN merupakan 
pekerja pada lembaga pemerintahan yang 
memberikan kontribusi pada negara, 
sehingga negara selaku pemberi kerja 

bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan ketenagakerjaan melalui 
Program Jamsostek.

Perlindungan ketenagakerjaan bagi 
PPNPN telah memiliki payung hukum yaitu 
PP No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Namun, yang perlu terus dipantau adalah 
bagaimana implementasi dari Inpres No. 2 
Tahun 2021 tersebut, agar inpres tersebut 
dapat secara optimal melindungi PPNPN.

Rekomendasi
Berdasarkan simpulan yang 

telah diuraikan, terdapat beberapa 
rekomendasi kebijakan alternatif yang 
layak dipertimbangkan. Pertama, sebagai 
pekerja di lembaga pemerintahan, PPNPN 
seharusnya mendapatkan perlindungan 
melalui Program Jamsostek. Oleh karena itu, 
Komisi II DPR RI perlu terus melakukan 
pengawasan terhadap lembaga pemerintah, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, guna 
memastikan perlindungan ketenagakerjaan 
yang sesuai untuk PPNPN. Komisi II DPR 
RI juga diharapkan memantau pelaksanaan 
Inpres No. 2 Tahun 2021  tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja.

Kedua, upaya perlindungan 
ketenagakerjaan bagi PPNPN diwujudkan 
melalui Program Jamsostek yang dijalankan 
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena 
itu, Komisi IX DPR RI perlu terus 
melaksanakan pengawasan yang efektif 
terhadap BPJS Ketenagakerjaan, termasuk 
dalam hal perluasan cakupan peserta dari 
kalangan PPNPN serta aspek klaim manfaat 
dari Program Jamsostek yang melibatkan 
PPNPN.
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Yura, P. (2020). ‘Good or bad’: How people think of 
me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion 
(Eds.), Mental health policy (pp. 368–389). Univer-
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testing the validity of the dynamic model in Canada. 
Journal of Classroom Interaction, 6(5), pp. 1–12. https://
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Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel 
[Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi 
(halaman). Penerbit. 
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Loss and Grief.



Jenis 
Sumber

 Kutipan / Catatan 
dalam Teks Daftar Pustaka

Surat Kabar

(Medistiara, 2019)

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul 
artikel. Nama Surat Kabar, halaman.

Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan 
panglima NATO AS ceramah di Hambalang. 
Kompas, p. 13. 

Surat Kabar Online: 
Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul 
artikel. Nama Surat Kabar. url

Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak 
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Hambalang. Detiknews.com. https://news.detik.com/
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Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: 
Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi 
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